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KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan
karunia-Nya, dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029
dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan RENSTRA ini merupakan bagian dari kewajiban perencanaan
pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Dokumen ini disusun sebagai
penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029, khususnya pada urusan pemerintahan
bidang penanaman modal serta pelayanan perizinan terpadu satu pintu.

RENSTRA ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program, dan kegiatan prioritas DPMPTSP untuk periode lima tahun ke depan.
Penyusunan dokumen ini juga mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja lima tahun
sebelumnya (2020-2024), analisis lingkungan strategis, isu-isu aktual, serta aspirasi
masyarakat dan dunia usaha, sehingga dapat menjadi pedoman dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong terciptanya iklim investasi
yang kondusif di Kabupaten Lombok Timur.

Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini tidak terlepas dari
dukungan, saran, dan masukan dari berbagai pihak, baik dari perangkat daerah,
instansi vertikal, dunia usaha, maupun masyarakat. Untuk itu, kami menyampaikan
apresiasi dan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, semoga dokumen RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2025-2029 ini dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pelayanan
perizinan dan penanaman modal yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta
memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya pembangunan daerah dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas
dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun. Penyusunan
RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 merupakan amanat
dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah.

Sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dalam urusan
penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan, DPMPTSP
Kabupaten Lombok Timur dituntut untuk mampu menciptakan pelayanan publik
yang prima, transparan, cepat, dan akuntabel serta mendorong iklim investasi
yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadi semakin
penting mengingat peran investasi sebagai salah satu motor penggerak
pembangunan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan

kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, dinamika lingkungan strategis baik di tingkat global, nasional,
maupun regional menuntut adanya perubahan paradigma pelayanan publik
dari yang bersifat administratif menjadi pelayanan berbasis teknologi,
kemudahan berusaha (ease of doing business), dan kepastian hukum.
Tantangan tersebut harus dihadapi dengan penguatan tata kelola
pemerintahan yang baik, optimalisasi potensi daerah, peningkatan kualitas
sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam

mendukung digitalisasi perizinan dan penanaman modal.

Penyusunan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun
2025-2029 juga bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dan arah

pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan yang lebih tinggi, yaitu



Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok
Timur 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lombok Timur 2025-2029, serta kebijakan pembangunan
Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Dengan demikian, RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur
Tahun 2025-2029 menjadi landasan penting dalam menentukan arah
kebijakan, strategi, dan prioritas program/kegiatan DPMPTSP selama lima
tahun ke depan agar mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada
masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik investasi di Kabupaten Lombok

Timur.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur 2025-2029

didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 164, tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4724);

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia



10

11

12

13

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4124);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi, Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian
Insentif dan pemberian kemudahan Penanaman Modal di Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 6617);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 221);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2010 tentang Tata cara
Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD serta

3
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Tatacara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Kepala BKPM Nomor
14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman
Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota, dan Peraturan Kepala BKPM Nomor
10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang
Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan
Kegiatan Pengembangan lklim Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara dan Fasilitas
Penanaman Modal,

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian

Pelaksanaan Penanaman Modal;
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27

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara Promosi
Penanaman Modal,

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2015
tentang Penanaman Modal;

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029;
Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 Tahun 2024 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3. Maksud Dan Tujuan
Maksud penyusunan RENSTRA DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun
2025-2029 adalah:

1)

2)

3)

4)

Menjadi pedoman bagi DPMPTSP dalam menyusun, melaksanakan, serta
mengevaluasi program dan kegiatan selama periode lima tahun ke depan.
Mengarahkan perencanaan pembangunan sektor penanaman modal dan
pelayanan perizinan agar selaras dengan visi, misi, dan arah
pembangunan daerah, provinsi, serta nasional.

Menjamin agar penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman
modal dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Menjadi instrumen pengendalian serta evaluasi kinerja organisasi

perangkat daerah dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Tujuan Penyusunan RENSTRA DPMPTSP 2025-2029 ini adalah:

1)

2)

Menetapkan arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan DPMPTSP
yang mendukung peningkatan iklim investasi dan pelayanan perizinan di
Kabupaten Lombok Timur.

Menyelaraskan prioritas pembangunan bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu dengan RPJMD Kabupaten Lombok Timur, RPJPD,

serta kebijakan pembangunan nasional.



3) Menjadi acuan dalam mengoptimalkan potensi daerah untuk menarik
investasi yang berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat
ekonomi bagi masyarakat.

4) Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, simplifikasi
prosedur, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia.

5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam
bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal melalui transparansi,

akuntabilitas, serta kepastian hukum.

1.4. Sistematika Penulisan
Sistimatika penulisan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur Tahun
2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2
Tahun 2025 sebagai berikut:

BAB | : PENDAHULUAN, Bab ini menyajikan latar belakang, dasar
hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistimatika
penulisan.

BAB I . GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU

STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, Bab ini terdiri dari
Subbab  Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah,
menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
Perangkat Daerah; Sumber Daya Perangkat Daerah; Kinerja
Pelayanan Perangkat Daerah dan Kelompok Sasaran
Layanan; dan yang kedua adalah Subbab Permasalahan dan
Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat paling sedikit
tentang Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan Isu
strategis.

BAB 1l : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,
Bab ini menguraikan Tujuan Renstra PD Tahun 2025-2029,
Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029, Strategi Perangkat
Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD
Tahun 2025-2029; dan Arah kebijakan Perangkat Daerah

dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-



BAB [V

BAB V

2029.

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini memuat
paling sedikit Uraian Program; Uraian Kegiatan; Uraian
Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu
indikatif;, Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung
program prioritas pembangunan daerah; Target keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah
Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
PENUTUP, Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting
substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan
pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan

pemerintahan daerah.



BAB Il
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Lombok Timur merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok
dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non-perizinan serta fasilitasi
penanaman modal. Sejak tahun 2024, DPMPTSP telah memberikan pelayanan
kepada masyarakat dan dunia usaha melalui mekanisme Mal Pelayanan Publik
(MPP), pelayanan berbasis Online Single Submission Risk Based Approach (OSS
RBA), serta berbagai terobosan yang mendukung penyederhanaan proses
perizinan. Layanan yang diberikan mencakup perizinan berusaha, perizinan non-
berusaha, fasilitasi investasi, penyediaan data dan informasi penanaman modal,

hingga pengawasan kepatuhan pelaku usaha.

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur DPMPTSP

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur selanjutnya secara teknis diatur
dengan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 51 tahun 2024 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Gambaran Umum Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu adalah :

2.1.1. Dinas
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lombok Timur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang
penanaman modal dan pelavanan terpadu satu pintu.
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
1) Penyusunan dan perumusan kebijakan bidang penananman modal dan

pelayanan terpadu satu pintu;



2)

3)

4)

5)

2.1.2.

Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu
satu pintu;

Pelaksanaan evaluaasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu;

Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan
terpadu satu pintu;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang penanaman

modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Sekretariat Dinas

Sekretariat Dinas  mempunyai tugas  menyelenggarakan  fungsi

kesekretariatan, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum,

perencana program dan anggaran serta ketatausahaan. Dalam melaksanakan tugas

Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Penyusunan rencana kerja Sekretariat Dinas dan rencana kerja Dinas;
Penyusunan konsep rencana strategis Dinas;

Pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di
lingkungan Dinas;

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama,
hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Dinas;

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan
pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas;

Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Sekretariat Dinas
secara rutin dan berkala;

Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkup Dinas secara rutin dan
berkala;

Pengoordinasian penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional
Prosedur (SOP) Dinas;

Pengoordinasian penyusunan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan,
analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan

Dinas; dan

10)Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai

tugas dan fungsinya.



2.1.3. Subbagian Umum dan Kepegawaian
Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan

kepegawaian, organisasi, tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan
informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta
urusan tata usaha di lingkup Dinas.
Dalam  melaksanakan tugas  Subbagian Umum  dan Kepegawaian
menyelenggarakan
fungsi:

1) Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
) Pelaksanaan hubungan masyarakat;
3) Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistem informasi;

) Penyiapan koordinasi perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum,
serta
urusan dokumentasi dan informasi hukum;
Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas;
Penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan;
Penyusunan peta proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Dinas;
9) Penyusunan Peta Jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja

dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Dinas; dan

10)Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas

dan fungsinya.

2.1.4. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal
Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penanaman Modal menyelenggarakan
fungsi:

a. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis
dan rencana pengembangan penanaman modal lingkup daerah berdasarkan
sektor usaha maupun wilayah;

b. Pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman
modal lingkup daerah,;

c. Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lingkup daerah dengan
memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain

meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal lingkup daerah;
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. Penyusunan dan pengembangan kebijakan/strategi promosi penanaman modal

lingkup daerah;

. Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal di dalam dan luar negeri;

Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;

. Pelaksanaan berdasarkan sektor usaha dan wilayah;

. Pelaksanaan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman

modal, dan pendampingan hukum;

i. Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban Perusahaan penanaman

modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-
undangan;

Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi
penanaman modal;

Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat, perangkat daerah teknis
terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal

lingkup daerah berdasarkan sektor usaha;

I. Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan iklim, promosi, pembinaan,

pengendalian, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan penanaman modal
pada sistem teknologi informasi (secara elektronik) sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2.1.5. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pelayanan Terpadu Satu Pintu

menyelenggarakan fungsi:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,;

Pelaksanaan, pemeriksaan, identifikasi, verifikasi/validasi dan pengolahan
data perizinan berusaha dan nonperizinan;

Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pengadministrasian
pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

Pelaksanaan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan
berusaha dan nonperizinan;

Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan
perizinan dan nonperizinan;

Pelaksanaan analisa dan evaluasi data perizinan berusaha dan nonperizinan;
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7)

8)

2.1.6.

Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dan perangkat daerah
teknis dalam rangka pelayanan perizinan berusaha dan nonperizinan;

Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat,
pengelolaan informasi, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan
konsultasi perizinan berusaha dan nonperizinan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang- undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana

Kelompok jabatan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1)

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan
fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan.

Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi sebagai
penunjang pelaksanaan tugas-tugas pimpinan unit organisasi dalam
mendukung tujuan organisasi.

Dalam pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan
Pelaksana dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk
mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

Tim kerja terdiri atas ketua dan anggota sesuai kebutuhan.

Ketua berasal dari Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana yang
ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi

dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
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2.2.Sumber Daya Dinas PMPTSP

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur ditopang
oleh berbagai sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya
organisasi, serta sarana dan prasarana pendukung.

Jumlah pegawai di lingkup DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur tahun 2025
berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai pada Dinas PMPTSP Kab. Lotim 2025

Tingkat Pendidikan
No Golongan/Ruang Jumlah

SD | SLTP | SLTA| D3 | S-1 | S-2

1 |Juru Muda (/a)

Juru Muda Tkl (I/b)

Juru (I/c)

Juru Tkl (I/d)

2 |Pengatur Muda (l/a)

Pengatur Muda Tk. (I/b) - - 1 - - - 1

Pengatur (l/c)

Pengatur Tk (l/d) . - - - - . -

3 |Penata Muda (ll/a) - - 1 - 3 - 4
Penata Muda Tk. (ll/b) - - 2 - 3 - 5
Penata (ll/c) - - - - 5 2 7
Penata Tkl (ll/d) - - - - 7 - 7

4 |Pembina (IV/a) - - - - 3 1 4
Pembina Tk. (IV/b) - - - - - 2 2

Pembina Muda (V/c)

Pembina Madya (IV/d)

Pembina Utama (\V/e)

5 |PPPK - - 1 - 2 - 3
6 |Tenaga honorer - - 5 3 26 - 34
JUMLAH - - 10 3 49 5 67

Berdasarkan data yang tercantum pada tabel di atas, bahwa keberadaan

Sumber Daya Manusia pada Kantor DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun
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2025 dapat dikatakan sudah memadai, untuk dapat menjalankan tugas-tugas di
DPMPTSP serta menangani berbagai persoalan dalam hal peningkatan realisasi
investasi dan pelayanan perizinan dan nonperizinan, dengan melihat total jumlah
PNS sebanyak 30 orang, PPPK sebanyak 3 orang dan 34 orang tenaga non
ASN yang terbagi sesuai tingkat pendidikan, baik itu Strata Satu (49 Orang),
Strata Dua (5 Orang), sedangkan sisanya ialah pegawai dengan pendidikan D3
sejumlah (3 orang) dan SMA (10 orang).

Selanjutnya pada tabel dibawah ini akan diuraikan terkait jumlah pegawai
pada DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur berdasarkan jabatan atau eselon.

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Lingkup Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur
Menurut Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional

No Nama Jabatan Gender | Jml Ket
L P

1 Kepala Dinas 1 - 1 Eselon Il
2 | Sekretaris 1 - 1 Eselon I
3 | Kepala Subbagian Umum dan 1 1 Eselon IV

Kepegawaian
4 | Kelompok Jabatan fungsional 1 1 Perencana Ahli Muda
5 | Kelompok Jabatan Fungsional | 3 3 Penata Perizinan Ahli Madya

Substansi Penanaman Modal
3 2 5 Penata Perizinan Ahli Muda

6 | Kelompok Jabatan Fungsional| 5 2 7 Penata Perizinan Ahli Madya
Substansi Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

7 | Kelompok Jabatan fungsional 1 1 Penata Perizinan Ahli Madya

1 1 2 Penata Kelola Penanaman
Modal Ahli Pertama

1 1 Penata Perizinan Ahli Pertama
1 1 Pranata Komputer Ahli Pertama
8 | Jabatan Pelaksana 3 2 5 Penelaah Teknis Kebijakan
2 1 3 Pengadministrasi Perkantoran
1 1 Operator Layanan Operasional
Jumlah Total 23 | 10 33

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur
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Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah eselon IV sebanyak 1 orang
(Perempuan), eselon Il sebanyak 1 orang (laki-laki) dan eselon Il sebanyak 1
orang (laki-laki), kelompok Jafung 30 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 15
orang dan perempuan 6 orang. Selanjutnya untuk jabatan pelaksana terdiri dari
6 orang (laki-laki) dan 3 orang (Perempuan). Hal ini mengambarkan jumlah
pejabat laki-laki lebih dominan dibandingkan perempuan akan tetapi hal tersebut
tidak menjadi kendala besar serta tidak menghalangi kerjasama yang baik antar

pegawai.

Selain itu dalam tugas pelayanan kepada masyarakat, pegawai pada
Dinas PMPTSP Lombok Timur memerlukan kompetensi khusus terutama yang
berkaitan dengan update regulasi dan jasa service. Kompetensi petugas
pelayanan adalah kemampuan yang dimiliki oleh pelaksana yang meliputi
pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman dalam melaksanakan
pelayanan penerbitan izin. Oleh karenanya semua petugas pelayanan karena
urgensinya harus mampu menguasai segala lini baik dari sisi administrasi
maupun regulasi serta aspek pelayanan dengan cara meningkatkan kompetensi
setiap individu. Dalam hal ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber
daya manusia masih menjadi prioritas utama dalam upaya perbaikan pelayanan
di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lombok Timur. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan kompetensi
sumber daya manusia antara lain melalui bintek atau workshop termasuk diklat

teknis yang berkaitan dengan penanaman modal.

Sampai saat ini pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur yang telah mengikuti Pelatihan
PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar adalah sebanyak 34 (tiga puluh
empat) orang.

Pada table 2.3 berikut disajikan data pegawai yang telah mengikuti diklat
PTSP Bidang Penanaman Modal Tingkat Dasar yang diselenggarakan oleh

Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal RI.
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Tabel 2.3

Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat PTSP

NO NAMA JENIS DIKLAT NO. SERTIFIKAT
PTSP DASAR | No. 00028952/DIKLAT
TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021
1 Husnul Basri, SP, M.M.A.
PTSP LANJUTAN | No. 00000928/DIKLAT
TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2023
2 | Iskandar, S.Sos PTSP DASAR ?Ek?\ﬁgff(?;f//o%:t:-k-BKPM/2021
3 | Lalu Lukman, S.Sos PTSP DASAR $Ek?\lolgff§§16//0[g:t§rN—BKPM/2021
4 | Hambali, SH. PTSP DASAR ?Ek?\ﬁgff(?;?//o%:t:-k-BKPM/2021
5 | Saipudin, S.Sos FTSP DASAR $;k?\1(:(s)3§§2711//0%ﬁg\1-BKPM/zoz1
6 | Purroza Zahrowi, S.Pi PTSP DASAR $Ek?\ﬁgff§;7//otgzt§rN—BKPM/2021
7 | Ermi Nurlina, S. Sos PTSP DASAR ?gk?\lolg?f(?;f//o%:tﬁk—BKPM/2021
8 | H. Salman Alfarizi, SH.,M.AP PTSP DASAR ?Ek?\l(:gffggf//o%:tik-BKPM/2021
9 | H. Iskandar Zulkarnaen, SE PTSP DASAR 'Ték?\l?g?fggrlg%:tf—N-BKPM/2021
10 | Umarul Faruk, S.Ag PTSP DASAR ?Ek(r)\lolg?fc?;?//o%ﬁﬁl-BKPM/2021
11| Sukardiawan, ST, MT. PTSP DASAR 'T;k?\l?g?fggf//oljolztik-BKPM/2021
12 | Apriani Hernawati, ST PTSP DASAR 'Ték?\l(:g?f(?;://oDOIZtQTN-BKPM/2021
13 | M. Parid Wajdi, SKM PTSP DASAR 'Ték?\l?g?fgff//oljolztik-BKPM/2021
14 | Zulainah Usthar PTSPDASAR | 12 < 400 1/0041L AN BKPM/2021
15 | Saiful Bahri, SH. PTSP DASAR ?j;k?\ﬁ(s)?fg;?//o%f/tﬁl-BKPM/zoz1
16 | Widiyanto, S.Sos FTSP DASAR 'T;k?\l?g?fg;/otz)lz}f/tﬁl-BKPM/2021
P S rop DAGAR | NO- 00028962/DIKLAT

TEKNIS/4021/004/LAN-BKPM/2021




18 | Hari Hartawan, S.Sos PTSP DASAR 'Ték?\l(:gff(?;://()D()IZt/:\TN-BKPM/2021
19 | Jalaluddin PTSP DASAR 'Ték?\l(:gffgsf//oljolztﬁ:k-BKPM/2021
20 | Bambang Kusuma, SH PTSP DASAR 'Ték?\l?g?fggf//oljolztﬁk-BKPM/2021
21 | Rachmat wan Gunawan, SAP | PTSPDASAR | 12 (8RO Fror 0ot
22 | Aminah, S.AP FTSP DASAR 'Ték?\l(:gffggflloljolztik—BKPM/2021
23 | Nurhartini Wiguna, S.AP PTSP DASAR 'T;k?\ﬁgffggf//(%z}:/tﬂl-BKPM/2021
24 | Tri Martini PTSP DASAR 'Tgk?\l(:gff(?;f//(%:tik—BKPM/2021
25 | Mahnan PTSP DASAR $Ek?\l(:gff(?§f/lo%lzt§rN—BKPM/2021
26 | Melia Rohmayanti, S. Pd. PTSP DASAR 'Ték?\l?gffggf//(%ztik—BKPM/2021
27 | Muh. Hafiz Zulkhair, S. Kom. PTSP DASAR $Ek?\ﬁgff§;1//otgzt§rN—BKPM/2021
28 | Nisrina Ulfa, S.Pd PTSP DASAR ?gk?\lolg?fggf//o%:tﬁk—BKPM/2021
29 | Isnaning Pujiwalida, S.Kom PTSP DASAR ?Ek?\l?gffggf//o%:tik-BKPM/2021
30 | Suhaeli, S.Adm PTSP DASAR 'Téi?ﬁ?sz/i%ﬁ//ggﬁl/_&-BKPM/2021

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur

Untuk meningkatkan kelancaran tugas di bidang pelayanan perizinan,
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Lombok Timur tetap berkoordinasi dengan instansi lainnya seperti Dinas
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas
Kelautan dan Perikanan, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, dan instansi

teknis terkait lainnya.

Dengan fungsi sebagai instansi pelayanan yang mengutamakan
kenyamanan bagi pemohon izin dan masyarakat maka ketersediaan sarana dan
prasarana pendukung menjadi hal yang sangat diperlukan. Sarana dan

Prasarana berupa Perlengkapan dan peralatan kerja digunakan untuk
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mendukung operasional pelayanan dan pelaksanaan tugas-tugas rutin Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok

Timur.

Jumlah dan kondisi sarana dan prasarana sebagai penunjang operasional
pelayanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel 2.4 sebagai
berikut :

Tabel 2.4

Sarana dan Prasarana Pada Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok Timur

Kondisi
No. Jenis Sarana/Prasarana Jumlah Baik Rusak Ringan | Rusak
Berat
1 Ruang Kerja 11 Unit 1
2 Kendaraan Roda 4 5 Unit 3 2
3 | Kendaraan Roda 2 19 Unit 14 3 2
4 | Air Condition (AC) 17 Unit 14 3
5 Layar Infokus 1 Buah 1
6 Infokus 1 Buah 1
7 uPs 6 Buah 6
9 | Computer PC 34 Unit 30 2 2
10 | Laptop 14 Unit 11 1 1
11 Scaner 4 Unit 3 1
12 | Printer 46 Unit 35 4
13 | Tustel 1Buah 1
14 | Handy Cam 1 Buah 1
15 | GPS Navigator 1 Buah 1
16 | Wireless 1Buah 1
17 | Sound System 3 Buah 3
18 Generator Set 1 Buah 1
19 | Faksimile 1Buah 1
20 | Filling Besi/Metal 15 Buah 11 1 3
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21 Brankas 1Buah 1

22 | Mesin Ketik 1 Buah 1
23 | Alat detektor Uang Palsu 1Buah 1
24 | Meja Rapat 5 Buah 4 1

25 | Meja % Biro 42 Set 42

26 | Kursi Kerja Pejabat Eselon Il 1 Buah 1

27 | Kursi Kerja Pejabat Eselon IV 29 Buah 26 3
28 | Kursi Tamu 3 Buah 3

29 | Kursi Rapat 34 Buah 29 5
30 Kursi kerja/Lipat 35 Set 35 5
31 | Sofa 8 Set 4 3

32 | Lemarikayu 8Buah 8

33 | APAR 2Buah 2

34 | Kursi Roda 1Buah 1

35 Dispenser 1Buah 1

Sumber: Data Inventaris Barang DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur 2025

Dengan volume pekerjaan yang ada, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur dalam melaksanakan
fungsi pembangunan dan fungsi pelayanan, sarana yang ada belum mampu
mengakomodir tugas operasional. Oleh karenanya diperlukan sarana dan
prasarana yang memadai guna menunjang operasional pelayanan serta
pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada sehingga tujuan pelayanan
tercapai seperti yang diharapkan oleh seluruh Stakeholders baik internal maupun

eksternal Dinas PMPTSP.

Penyelenggaraan tugas kedinasan yang efisien dan efektif menuju kinerja
yang optimal diperlukan suatu pola penanganan yang meliputi penempatan
karyawan dalam suatu jabatan didasarkan atas the right man on the right place.
Disamping itu perlu adanya peningkatan kemampuan melalui pelatihan dan

pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya serta proses pembinaan dan
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pengembangan karier pegawai menerapkan sistem reward and punishment yang

tegas dan berkeadilan.
2.3.Kinerja Pelayanan DPMPTSP
2.3.1. Pelaksanaan Urusan DPMPTSP 2020-2024

DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur menyelenggarakan urusan penanaman
modal serta pelayanan perizinan dan non-perizinan. Dalam kurun waktu 2020-2024,
DPMPTSP telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diarahkan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong realisasi investasi di

daerah.
1. Data dan Informasi Kinerja Utama

Tabel 2.5

Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2020 - 2024

No IKU Realisasi
2020 2021 2022 2023 2024
1 Realisasi Rp Rp Rp Rp Rp
Investasi 2.612.693.100.550 | 1.527.627.782.267 | 354.578.882.3 | 717.580.447. | 449.736.056.1
38 884 42
2 IKM 81.73 90.19 80.51 92.15 92.42

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020 merupakan tahun
dengan capaian tertinggi sebesar Rp 2,61 triliun. Terjadi penurunan signifikan pada
tahun 2021 sebesar 41,5% dan lebih tajam lagi pada tahun 2022 (turun 76,8% dari
tahun 2021). Tahun 2023 menunjukkan pemulihan dengan kenaikan 102,3%
dibanding 2022. Namun, pada tahun 2024 kembali mengalami penurunan sebesar

37,3% dibanding 2023.

Rata-rata realisasi investasi tahunan dari tahun 2020-2024 dari total investasi lima
tahun sebesar Rp 5.674.523.342.411,- maka jika dirata-ratakan per tahun mencapai
Rp 1,13 triliun. Rata-rata ini sangat dipengaruhi oleh lonjakan pada tahun 2020.
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Grafik 2.1
Realisasi Investasi Tahun 2020-2024
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Grafik diatas menunjukkan bahwa realisasi investasi belum stabil. Puncak capaian
terjadi pada awal periode tahun 2020, kemudian tren cenderung menurun dengan
fluktuasi di tahun-tahun berikutnya. Hal ini juga sekaligus menggambarkan tantangan

pemerintah daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Kemungkinan Faktor Penyebab:

v' Tahun 2020 tinggi: bisa jadi dipengaruhi adanya proyek besar pada sektor

energi.

v' Tahun 2021 s/d 2022 menurun tajam: kemungkinan akibat dampak pandemi

COVID-19, hambatan regulasi, atau minimnya proyek skala besar.

v' Tahun 2023 meningkat: ada indikasi pemulihan ekonomi pasca pandemi

Covid-19 dan mulai masuknya kembali investor.

v' Tahun 2024 turun: bisa disebabkan keterbatasan promosi dan fasilitasi

investasi.
Langkah Strategis:
v' Perlu diversifikasi sektor investasi agar tidak bergantung pada satu proyek

besar.
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v' Penguatan promosi investasi dan kemudahan perizinan untuk menjaga

kepercayaan investor.

v' Penyusunan peta potensi investasi daerah agar investor bisa melihat peluang

jangka panjang.

v' Diperlukan strategi berkelanjutan agar tren tidak hanya sesaat tetapi stabil

dan berkesinambungan.

Sedangkan terkait Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tabel 2.5
dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan cukup signifikan
dari 81,73 menjadi 90,19 (+8,46 poin). Pada tahun 2022 capaian IKM menurun
menjadi 80,51 (turun 10,73 poin), yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh
keterbatasan layanan saat pandemi atau adaptasi sistem layanan baru. Tahun 2023-
2024, capaian IKM kembali meningkat secara konsisten, bahkan menembus angka

92,42 yang tergolong sangat baik.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian nilai
IKM pada tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren positif dengan
peningkatan signifikan di akhir periode, meskipun sempat menurun pada 2022. Hal
ini mengindikasikan bahwa perbaikan pelayanan yang dilakukan sudah tepat
sasaran dan mendapat apresiasi masyarakat. Dalam penyusunan RENSTRA 2025-
2029, sasaran peningkatan kualitas pelayanan publik dapat diarahkan pada
penguatan inovasi, konsistensi mutu layanan, dan peningkatan partisipasi

masyarakat, dengan target capaian IKM berada pada kategori Sangat Baik.

Tabel 2.6
Data Perizinan Berusaha dan Nonberusaha Tahun 2020 - 2024

Tahun
No Uraian
2020 2021 2022 2023 2024
1 NIB/SIUP 3.275 3.928 10.717 18.190 12.735
2 Non Berusaha 1.352 1.428 4.130 3.394 2.375
Jumlah Total 4.627 5.356 14.847 21.584 15.110
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Tabel 2.6 menunjukkan pada tahun 2020-2021 terjadi peningkatan jumlah izin terbit t
dari 4.627 menjadi 5.356 izin (15,7%). Lompatan signifikan terjadi pada tahun 2022,
mencapai 14.847 izin (177,1%) dibandingkan dengan tahun 2021. Pada tahun 2023
kembali naik drastis menjadi 21.584 izin (45,3%), dan pada tahun 2024 mengalami

penurunan menjadi 15.110 izin (30%).

Total izin terbit sepanjang tahun 2020-2024 adalah 61.524 izin, dengan rata-rata
pertahun sebanyak 12.305 izin. Sehingga terlihat ada tren pertumbuhan secara

umum, meski dengan fluktuasi.

Kenaikan signifikan pada tahun 2022-2023 disebabkan oleh mulai diberlakukannya
sistem digitalisasi layanan perizinan melalui Online Single Submission (OSS), dan
peningkatan kesadaran masyarakat/ pelaku usaha untuk mengurus izin. Sedangkan
penurunan pada tahun 2024 kemungkinan disebabkan oleh menurunnya jumlah
permohonan setelah lonjakan sebelumnya dan faktor lainnya seperti kondisi ekonomi

yang mempengaruhi jumlah pelaku usaha baru.

Grafik 2.2
Tren lzin Terbit Tahun 2020-2024
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Jumlah izin terbit tahun 2020-2024 menunjukkan tren peningkatan signifikan dengan
puncak pada tahun 2023, meski menurun pada tahun 2024. Grafik diatas
mencerminkan tantangan pada masa yang akan datang bagaimana meningkatkan
kuantitas dan kualitas layanan perizinan secara konsisten, dengan target capaian
tahunan di atas rata-rata capaian tahun 2020-2024 serta penguatan inovasi

pelayanan digital.
2. Analisis Deskriptif

Berdasarkan data tersebut diatas, terlihat bahwa Realisasi investasi
Kabupaten Lombok Timur cukup fluktuatif dari tahun ke tahun, namun jika dilihat dari
rata-rata pertahun selama periode 2020-2024 capaian realisasi investasi melebihi

target yang telah ditetapkan.

Jumlah perizinan yang diterbitkan juga mengalami fluktuasi, terutama saat masa
pandemi Covid-19 tahun 2020-2021, namun menunjukkan pemulihan pada tahun

2022-2024 seiring percepatan pemanfaatan OSS RBA.

Indeks Kepuasan Masyarakat menunjukkan tren peningkatan, yang menggambarkan

efektivitas upaya perbaikan pelayanan publik.

Pelaporan LKPM oleh pelaku usaha masih menghadapi kendala, baik dari sisi

kepatuhan pelaku usaha maupun pemanfaatan sistem OSS.

Inovasi pelayanan publik mulai dikembangkan, dengan membentuk dan
menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang diharapkan nantinya
bertransformasi menjadi MPP digital walaupun dengan ketersediaan SDM dan

anggaran yang terbatas.
3. Analisis Diagnostik

Analisis diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi faktor penyebab capaian dan

kendala yang dihadapi, antara lain:
Faktor Pendukung:

a. Adanya dukungan regulasi nasional dan daerah terkait perizinan dan

penanaman modal.
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b. Penerapan OSS RBA yang menyederhanakan proses perizinan.

c. Komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan investasi sebagai motor

pertumbuhan ekonomi.
d. Adanya potensi unggulan daerah (pariwisata, pertanian, perikanan, energi).
Faktor Penghambat:

a. Rendahnya literasi digital masyarakat dan pelaku usaha dalam memanfaatkan

OSS RBA.

b. Kapasitas SDM aparatur masih terbatas dalam penguasaan teknologi dan

pelayanan prima.
c. Promosi investasi yang belum terintegrasi dan masih terbatas jangkauannya.
d. Keterbatasan data investasi yang valid, akurat, dan real-time.

e. Koordinasi lintas sektor (infrastruktur, tata ruang, lingkungan hidup) masih

perlu diperkuat.

Secara umum, pelaksanaan urusan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur selama
2020-2024 menunjukkan capaian positif, terutama pada peningkatan realisasi
investasi dan penguatan pelayanan perizinan berbasis digital. Namun demikian,
masih terdapat berbagai permasalahan yang harus dibenahi, antara lain
keterbatasan SDM, kurangnya integrasi data, rendahnya kepatuhan pelaku usaha
terhadap kewajiban LKPM, serta promosi investasi yang belum optimal.
Permasalahan ini menjadi dasar bagi penetapan isu strategis dan arah kebijakan
DPMPTSP dalam RENSTRA 2025-2029.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan DPMPTSP

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal
serta pelayanan terpadu satu pintu, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok Timur memiliki kelompok
sasaran layanan yang beragam. Kelompok sasaran tersebut meliputi:

1) Pelaku Usaha (Investor dan UMKM)
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2)

3)

4)

Pelaku usaha berskala besar, menengah, kecil, dan mikro yang memerlukan
kemudahan, kepastian, dan transparansi dalam memperoleh izin berusaha.
Investor dalam dan luar negeri yang membutuhkan fasilitasi, informasi
peluang investasi, serta pendampingan dalam merealisasikan investasinya di
Kabupaten Lombok Timur.

Masyarakat Umum

Warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan nonperizinan tertentu
(misalnya pengurusan Surat izin praktek (SIP) perawat, SIP bidan, SIP dokter,
SIP gizi, legalisir PBG, dan sebagainya).

Masyarakat sebagai pengguna layanan pada Mal Pelayanan Publik yang
diselenggarakan oleh DPMPTSP dapat menerima pelayanan dari seluruh
gerai dimana saat ini terdapat 51 layanan dari 20 gerai yang tersedia.
Perangkat Daerah/Lembaga Teknis

OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang
membutuhkan koordinasi dalam rangka integrasi kebijakan, penyediaan data,
dan sinkronisasi pelayanan perizinan.

Lembaga pengawas, penegak hukum, dan instansi vertikal yang terkait
dengan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal serta
kepatuhan terhadap regulasi perizinan.

Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pusat

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur sebagai pihak yang membutuhkan
dukungan data, laporan capaian investasi, serta evaluasi kinerja pelayanan
perizinan.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pemerintah Pusat dalam
rangka pencapaian target investasi nasional, peningkatan iklim berusaha, dan

penyelenggaraan sistem OSS RBA secara terintegrasi.

Dengan demikian, kelompok sasaran layanan DPMPTSP tidak hanya terbatas

pada pelaku usaha yang membutuhkan perizinan dan fasilitasi investasi, tetapi juga
meliputi masyarakat luas, perangkat daerah, serta pemerintah daerah, provinsi, dan
pusat. Hal ini menegaskan bahwa pelayanan DPMPTSP memiliki dampak strategis
terhadap peningkatan iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan

kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lombok Timur.
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2.5. Permasalahan dan Isu Strategis

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masih terdapat
sejumlah permasalahan yang dihadapi. Pertama, kualitas pelayanan publik belum
sepenuhnya optimal. Masih dijumpai keluhan masyarakat mengenai lamanya waktu
penyelesaian izin, ketidakpastian prosedur, serta keterbatasan akses layanan
berbasis digital. Kedua, tingkat literasi digital masyarakat dan pelaku usaha masih
rendah, sehingga pemanfaatan OSS RBA belum maksimal. Ketiga, promosi
investasi yang dilakukan masih terbatas dan belum mampu menampilkan potensi
unggulan daerah secara komprehensif, baik di tingkat nasional maupun
internasional.

Selain itu, data investasi dan perizinan yang tersedia belum terintegrasi
sepenuhnya sehingga menyulitkan perencanaan dan evaluasi berbasis bukti.
Koordinasi lintas sektor dalam mendukung investasi, terutama terkait penyediaan
infrastruktur pendukung dan kepastian lahan, juga masih perlu diperkuat.
Keterbatasan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam penguasaan teknologi
informasi, regulasi, dan pelayanan prima menjadi kendala tersendiri. Sementara itu,
inovasi pelayanan publik yang telah dilahirkan belum sepenuhnya berkelanjutan
akibat keterbatasan anggaran, pembinaan, dan dukungan kelembagaan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu
ditangani DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur dalam periode 2025-2029, antara
lain: perlunya penguatan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan berbasis
digital; optimalisasi pemanfaatan OSS RBA untuk mendorong kemudahan berusaha;
peningkatan kualitas dan integrasi data investasi dan perizinan; pengembangan
strategi promosi investasi yang lebih inovatif dan terarah; peningkatan kapasitas
SDM aparatur dalam pelayanan dan penguasaan regulasi; serta penguatan
koordinasi lintas sektor dan sustainabilitas inovasi pelayanan publik.

Dalam rangka merumuskan strategi yang tepat, dilakukan analisis SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Dari sisi kekuatan, DPMPTSP
Kabupaten Lombok Timur telah memiliki Mal Pelayanan Publik, telah mengadopsi
OSS RBA, didukung regulasi daerah, memiliki beberapa inovasi layanan, serta
adanya komitmen pemerintah daerah dalam mendorong investasi. Namun demikian,
kelemahan yang dihadapi mencakup kualitas pelayanan yang belum merata,

keterbatasan kapasitas SDM, rendahnya pemanfaatan OSS oleh masyarakat, data
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investasi yang belum terintegrasi, promosi investasi yang masih minim, serta
keterbatasan anggaran untuk pengembangan inovasi berkelanjutan.

Di sisi peluang, terdapat dukungan kebijakan nasional terkait
penyederhanaan perizinan dan peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi daerah
dan provinsi yang cukup prospektif, perkembangan teknologi informasi yang
memungkinkan digitalisasi layanan lebih luas, serta meningkatnya minat investor
terhadap sektor unggulan di Lombok Timur seperti pariwisata, perikanan, pertanian,
dan energi terbarukan. Sementara itu, ancaman yang perlu diantisipasi antara lain
persaingan antar daerah dalam menarik investasi, perubahan regulasi nasional yang
cepat, keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam
pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM), ketidakpastian ekonomi global, serta
kesenjangan digital masyarakat.

Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa DPMPTSP Kabupaten
Lombok Timur perlu memperkuat pelayanan berbasis digital, meningkatkan
kapasitas SDM, membangun sistem data yang akurat dan terintegrasi, memperluas
strategi promosi investasi, serta memperkokoh koordinasi lintas sektor. Upaya ini
diharapkan mampu menciptakan pelayanan perizinan dan investasi yang lebih
efektif, efisien, transparan, dan berdaya saing, sehingga dapat mendukung

peningkatan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur.
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Potensi Daerah
(Kewenangan
DPMPTSP)

(1)
Ketersediaan potensi
investasi sektor
pertanian, pariwisata,
perikanan, dan
industri kecil
menengah
Kewenangan
pelayanan perizinan
dan nonperizinan
terpadu satu pintu

Kewenangan fasilitasi
dan pengembangan
iklim penanaman
modal

Kewenangan
pengendalian
pelaksanaan
penanaman modal
dan LKPM
Ketersediaan data
dan sistem informasi
penanaman modal

Kapasitas
kelembagaan dan
SDM DPMPTSP

Permasalahan

(2)
Potensi investasi
belum terpetakan dan
terpromosikan secara
optimal

Proses pelayanan
perizinan masih
menghadapi
tantangan kepastian
waktu dan konsistensi
standar

Iklim investasi belum
sepenuhnya kondusif
akibat koordinasi
lintas sektor yang
belum optimal
Kepatuhan pelaku
usaha dalam
penyampaian LKPM
masih perlu
ditingkatkan

Data investasi belum
sepenuhnya
terintegrasi dan
mutakhir

Kompetensi SDM
pelayanan dan
pengelolaan investasi
masih perlu
ditingkatkan

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Isu KLHS yang
Relevan

(3)
Daya dukung dan
daya tampung
lingkungan pada
kawasan budidaya
dan pariwisata

Perlindungan
lingkungan dalam
penerbitan
perizinan berusaha

Risiko konflik
pemanfaatan ruang
dan sumber daya
alam

Pengendalian
dampak lingkungan
dari kegiatan usaha

Ketersediaan data
lingkungan sebagai
dasar pengambilan
kebijakan
Penguatan
kelembagaan
dalam mendukung
pembangunan
berkelanjutan

Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan

Global
(4)
Tren investasi hijau
dan berkelanjutan

Digitalisasi layanan
publik

Ketidakpastian
ekonomi global

Tuntutan investasi
berkelanjutan dan
bertanggung jawab

Big data dan
keterbukaan
informasi

Reformasi birokrasi
dan good
governance

Nasional
(5)
Hilirisasi dan
peningkatan nilai
tambah

OSS berbasis risiko

Kemudahan
berusaha dan
deregulasi

Penguatan
pengawasan
investasi

Satu data Indonesia

SAKIP dan MCP KPK

Regional
(6)
Persaingan antar
daerah tujuan
investasi

Tuntutan pelayanan
publik yang cepat dan
transparan

Stabilitas ekonomi
daerah

Pengendalian
kegiatan usaha
daerah

Kebutuhan data
akurat untuk
perencanaan daerah

Tuntutan akuntabilitas
kinerja daerah

Isu Strategis DPMPTSP

(7)
Penguatan perencanaan
dan promosi investasi
berbasis potensi
unggulan daerah yang
berkelanjutan

Peningkatan kualitas
pelayanan perizinan
berusaha yang cepat,
mudabh, transparan, dan
akuntabel

Penguatan iklim
penanaman modal
melalui fasilitasi,
koordinasi, dan kepastian
berusaha

Penguatan pengendalian
dan pengawasan
pelaksanaan penanaman
modal

Penguatan pengelolaan
data dan sistem informasi
penanaman modal yang
terintegrasi

Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan
akuntabilitas kinerja
DPMPTSP
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Tahun 2025-2029

Dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, mendefinisikan Tujuan adalah
sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
Tahunan. Kemudian sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang
diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Selanjutnya
dalam Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun
2025-2029, mendeskripsikan bahwa Tujuan Renstra PD adalah kinerja yang ingin
diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan
Perangkat Daerah berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang
diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.
Selanjutnya sasaran Renstra Perangkat Daerah adalah rangkaian kinerja yang
dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian
tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 disusun sebagai penjabaran dari
visi dan misi, tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Sasaran daerah tersebut didasarkan pada
faktor-faktor kunci keberhasilan yang difokuskan untuk mempertajam pelaksanaan
visi, misi Bupati Kabupaten Lombok Timur dan meletakkan kerangka prioritas dalam

mencapai tujuan yang diinginkan.

3.1.1 Visi Kabupaten Lombok Timur

Visi yang diusung Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur periode 2025-2029
merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5
(lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan

sasaran pokok RPJPD. Visi ini menjadi titik sentral bagi segala daya dan upaya yang
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akan diarahkan kedepannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kabupaten Lombok Timur. Visi Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 adalah:

“SMART (Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan)”

Visi ini memiliki kandungan makna bahwa kata “Sejahtera” Menciptakan
kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya, memiliki kesejahteraan
ekonomi, dan kualitas hidup yang baik. Kata “Maju” Mengembangkan potensi
daerah, meningkatkan daya saing, dan mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan. Kata “Adil” Menjamin pemerataan pembangunan dan pelayanan
public yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Kata “Religius” memperkuat nilai-
nilai agama moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Kata “Transparan’

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, partisipatif, dan bebas dari korupsi.

3.1.2 Misi Kabupaten Lombok Timur

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lombok Timur di atas, rumusan
umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kabupaten Lombok
Timur terangkum dalam 8 (delapan) misi antara lain:

1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat: Melalui peningkatan pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial.

2) Membangun pertumbuhan berbasis ekonomi desa: Memperkuat sektor
unggulan, meningkatkan daya saing produk lokal, dan mengembangkan
potensi desa.

3) Transformasi layanan publik: Meningkatkan kualitas dan transparansi layanan
publik berbasis digital.

4) Memperkuat stabilitas daerah: Meningkatkan kerukunan antarumat
beragama, ketentraman, dan kesejahteraan umum.

5) Memperkokoh pemeliharaan sosial, kelestarian budaya, dan pengelolaan
lingkungan hidup berkelanjutan: menjaga kelestarian budaya dan lingkungan
hidup secara berkelanjutan.

6) Mewujudkan penguatan perencanaan dan manajemen pembangunan daerah:
memastikan perencanaan dan pengelolaan pembangunan yang efektif dan
efisien.

7) Mewujudkan keterhubungan dan aksesibilitas pembangunan pada desa dan
daerah terpencil: memastikan seluruh wilayah mendapatkan akses

pembangunan yang merata
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8) Mewujudkan instrumen kebijakan: menyusun regulasi yang mendukung
terwujudnya visi SMART

3.1.3 Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lombok Timur

Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang
menggambarkan tercapainya visi selama 5 (lima) tahun yang selaras dengan
RPJPD Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Nusa
Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah
rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju
tercapainya tujuan RPJMD, untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan, dan
perlindungan sosial yang berkeadilan
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan, kesehatan,
dan perlindungan sosial yang berkeadilan guna menunjang kesejahteraan dan
kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.
e Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan pendidikan,
kesehatan, dan perlindungan sosial yang berkeadilan
e Sasaran 2 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan yang inklusif dan
berkelanjutan
e Sasaran 3 : Meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh
e |apisan Masyarakat
e Sasaran 4 : Meningkatnya perlindungan sosial yang berkeadilan melalui
penguatan akses dan pemerataan ketahanan pangan
Misi 2. : Membangun pertumbuhan ekonomi berbasis desa dengan memperkuat
sektor unggulan dan daya saing
Tujuan 2 : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
e Sasaran 5: Terwujudnya pusat pertumbuhan ekonomi pada kawasan
transmigrasi yang berfokus pada sektor pertanian
e Sasaran 6 : Meningkatnya Produktifitas dan Skor tambah sektor unggulan (
Pertanian,Perikanan,Pariwisata)
e Sasaran 7 : Meningkatnya Daya saing Perekonomian daerah
e Sasaran 8: Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
Misi 3. : Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital yang transparan,

akuntabel, dan Inovatif
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Tujuan 3 : Meningkatnya kulaitas tata kelola pemerintah dan layanan publik yang
transparan, akuntabel dan inovatif
e Sasaran 9 : Meningkatnya tata kelola pemerintah yang transparan,akuntabel
dan berbasis digital

e Sasaran 10 : Meningkatnya pelayanan Publik yang inovatif

Misi 4 : Mewujudkan iklim demokrasi yang kondusif melalui peningkatan kesadaran
hukum dalam mendukung peningkatan keamanan,keadilan dan ketahan
daerah

Tujuan 4 : Terwujudnya budaya demokrasi dan kesadaran hukum dalam

pembangunan daerah

e Sasaran 11: Terwujudnya Stabilitas iklim demokrasi yang kondusif
e Sasarani2 : Terwujudnya Stabilitas keamanan daerah yang berkeadilan
e Sasaran13 : Meningkatnya ketaatan dan penegakan hukum dalam

pembangunan daerah

Misi 5 : Memperkokoh ketahanan sosial, pelestarian budaya dan pengelolaan
lingkungan hidup berkelanjutan
Tujuan 5 : Terwujudnya masyarakat tangguh dan berketahan sosial
e Sasaran14 : Terlestarinya budaya lokal dan nilai sosial secara berkelanjutan
e Sasaran 15 : Meningkatnya pembinaan pemuda dan prestasi olah raga
e Sasaran 16: Meningkatnya kemandirian, ketahanan keluarga,kesetaraan
gender
Tujuan 6 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang adaptif terhadap
bencana dan perubahan iklim.
e Sasaran 17 : Meningkatkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan

partisipatif

e Sasaran 18 : Meningkatnya kapasitas daerah dalam mitigasi bencana dan

adaptasi perubahan iklim secara terpadu

Misi 6 : Mewujudkan penguatan manajemen pembangunan daerah
Tujuan 6 : Meningkatkan efektivitas perencanaan dan manajemen pembangunan
berbasis data dan tata ruang, serta pengelolaan pertanahan yang terpadu dan

berkelanjutan
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e Sasaran 19 : Meningkatkan integrasi program pembangunan daerah dan
peran pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pembangunan

berkelanjutan

Misi 7 : Mewujudkan pemerataan infrastruktur kewilayahan dan sarana prasana
hunian guna mendorong pembangunan wilayah
Tujuan 8 : Meningkatkan jangkauan pelayanan infrastruktur kewilayahan dan sarana
prasana hunian guna mendorong pembangunan wilayah yang merata
e Sasaran 20 : Meningkatnya jangkauan pelayanan Infrastruktur kewilayahan
e Sasaran 21: Meningkatnya kualitas perencanaan dan pemanfaatan tata ruang
serta penyediaan lahan.
e Sasaran 22 : Meningkatnya pemerataan sarana prasarana hunian
e Sasaran 23 : Meningkatnya Kualitas dan Pemenuhan Standar Pelayanan
Minimal (SPM)
Tujuan 9 : Meningkatkan ketahanan air dan energi secara berkelanjutan
e Sasaran 24 : Terwujudnya ketahanan air yang berkelanjutan guna
mewujudkan optimasi fungsi sumber daya air
e Sasaran 25 : Terwujudnya ketahanan energi secara merata
Misi 8 : Mewujudkan instrumen kebijakan sebagai dasar terciptanya Lombok Timur
yang Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan
Tujuan 10 : Menyediakan instrumen kebijakan guna mewujudkan pembangunan
antar sektor yang terintegrasi
e Sasaran 26 : Tersedianya instrumen Kkebijakan guna mewujudkan

perencanaan pembangunan antar sektor yang sinkron

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen
RPJMD Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 bahwa misi, tujuan dan sasaran
yang relevan dan menjadi dasar pertimbangan perumusan tujuan renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2025-2029 adalah Misi
2 yaitu Membangun pertumbuhan ekonomi berbasis desa dengan memperkuat
sektor unggulan dan daya saing dengan Tujuan Terwujudnya pertumbuhan ekonomi
yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu Sasaran 6

Meningkatnya produktifitas dan nilai tambah sektor ungulan
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(pertanian,perikanan,pariwisata), Sasaran 7 Meningkatnya daya saing
perekonomian daerah dan Sasaran 8 yaitu Meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Perumusan tujuan dan sasaran renstra Dinas PMPTSP tahun 2025-2029
selain didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran tertuang dalam dokumen
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 juga
didasarkan pada permasalahan dan isu strategis yang terkait dengan Dinas
PMPTSP. Dengan beberapa pertimbangan tersebut diatas maka rumusan tujuan
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah :

‘“Mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berdaya
saing melalui peningkatan realisasi investasi serta penyelenggaraan
pelayanan publik Yang Prima’.

Dengan Indikator tujuan yaitu Persentase Peningkatan Investasi di Kabupaten/Kota.

3.2. Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan tujuan jangka menengah Dinas PMPTSP Kabupaten Lombok
Timur Tahun 2025-2029 dirumuskan tiga sasaran utama, yaitu:

1. Meningkatnya realisasi investasi di daerah; menggambarkan keberhasilan
DPMPTSP dalam menarik dan merealisasikan investasi di sektor-sektor
unggulan serta menciptakan lapangan kerja.

2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan;
menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.

3. Meningkatnya nilai SAKIP Perangkat Daerah; menjadi ukuran keberhasilan
tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), akuntabel, dan
berorientasi hasil di lingkungan DPMPTSP.
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Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran

NSPK DAN BASELINE TARGET TAHUN
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN INDIKATOR 2024 KETERANGAN
YANG RELEVAN 2025 2026 2027 2028 2029 2030
{01) (02 (63 (4} (05) {06) (07) {99) (10) i) {12)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
- Meningkatnya perumbuhan | Mendorong pertumbuhan Perseniase peningiztan 16 10 10 10 10 10 10
eXonomi ekonomi daerah yang inkiusif investasi di kabupaienkolz
dan berdaya saing mefalii (%)
peningkaian realsasi
investasi serta
penyelenggaraan pelayanan
publik yang orima
Meningianya Realsas Nizi Realsas Invesiasi 4497 516,71 52671 536,71 571 556,71 6671
Investasi ¢i dzeran PADN dan PMA (Miyar
Rupiat
Meningiainya Kepuasan Indeks Kepuasan Masyarakai] 92.42 93 ks 9 X5 95 85
Masyarasat Terhadap {Inceks)
Pelayanan Perizran
Meningkainya Nilsi SAKIP | Persentase Peningkaian Nitai| 15 15 15 15 15 15 15
Perangkat Daerah SAKIP Dinas Penanaman
Moda Dan Pelayanan

Terpadu Safu Pintu [ %}
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3.3. Strategi Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, DPMPTSP menetapkan strategi

sebagai berikut:

3.3.1.
v

Strategi peningkatan realisasi investasi dengan cara:

Mengoptimalkan promosi investasi daerah berbasis potensi unggulan.
Memperkuat fasilitasi, pendampingan, dan penyelesaian hambatan investasi.
Mengembangkan sistem informasi investasi yang transparan, akurat, dan
mudah diakses.

Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik:

Melakukan penyederhanaan prosedur perizinan dan mempercepat layanan
berbasis digital.

Menguatkan peran Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat layanan
terpadu.

Mengembangkan inovasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

Strategi peningkatan tata kelola dan akuntabilitas kinerja

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM aparatur DPMPTSP.
Menerapkan sistem manajemen kinerja yang transparan dan berbasis hasil.

Mengoptimalkan penggunaan anggaran secara efektif, efisien, dan akuntabel.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran

Untuk mendukung implementasi strategi, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut:

Arah Kebijakan Peningkatan Investasi antara lain:

v

v

Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, dan lintas
perangkat daerah dalam percepatan realisasi investasi.

Fokus promosi investasi pada sektor unggulan: pertanian, perikanan,
pariwisata, dan industri pengolahan.

Penyediaan data peluang investasi yang komprehensif dan mutakhir.

Arah Kebijakan Pelayanan Publik antara lain:

v

v

v

Digitalisasi pelayanan perizinan dan non-perizinan yang terintegrasi dengan
OSS RBA.
Penyederhanaan proses layanan perizinan agar lebih cepat, murah, dan
transparan.
Peningkatan kualitas layanan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai one

stop service.
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Arah Kebijakan Tata Kelola dan Akuntabilitas antara lain:

v" Peningkatan

nilai

SAKIP melalui

penganggaran, dan pelaporan kinerja.

penguatan

sistem perencanaan,

v" Peningkatan integritas, profesionalisme, dan kedisiplinan aparatur.

v' Penguatan inovasi kelembagaan dan penerapan prinsip transparansi dalam

pengelolaan pelayanan

Tabel 3.1

Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, dan Indikator Kinerja

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Indikator Kinerja
(IKU/IKK)
Mendorong 1. Meningkatnya | - Optimalisasi promosi - Fokus promosi pada | Nilai Realisasi
pertumbuhan | Realisasi investasi sektor unggulan | sektor unggulan: Investasi PMDN
ekonomi Investasi di - Fasilitasi dan pertanian, perikanan, | dan PMA (Milyar
daerah yang daerah pendampingan investor pariwisata, industri Rupiah)

inklusif dan
berdaya
saing melalui
peningkatan
realisasi
investasi
serta
penyelenggar
aan
pelayanan
publik yang

prima

- Pengembangan sistem

informasi investasi

pengolahan

- Penyediaan data
peluang investasi
yang mutakhir

- Penguatan
koordinasi lintas

instansi

2. Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan

Perizinan

- Penyederhanaan
prosedur dan digitalisasi
layanan

- Optimalisasi Mal
Pelayanan Publik (MPP)
- Pengembangan inovasi

layanan publik

- Digitalisasi
pelayanan perizinan
dan nonperizinan
terintegrasi OSS RBA
- Penyederhanaan
SOP layanan
perizinan

- Peningkatan
kualitas layanan di
MPP

Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)

3. Meningkatnya
Nilai SAKIP
Perangkat
Daerah

- Penguatan manajemen
kinerja

- Peningkatan kapasitas
SDM aparatur

- Efektivitas penggunaan

anggaran

- Peningkatan
kualitas
perencanaan,
penganggaran,
pelaporan kinerja

- Peningkatan
integritas dan
profesionalisme
aparatur

- Penguatan inovasi

kelembagaan

- Persentase
Peningkatan Nilai
SAKIP Dinas
Penanaman
Modal Dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu (%)
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BAB IV.
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 disusun sebagai instrumen utama
untuk mewujudkan sasaran strategis perangkat daerah dalam urusan penanaman
modal dan pelayanan perizinan. Program tersebut merupakan penjabaran dari
tujuan dan sasaran Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun
2025-2029 serta diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan daerah
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD).

Program DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 diarahkan
untuk mendukung terciptanya iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya
saing, peningkatan kualitas pelayanan penanaman modal dan perizinan berusaha,
serta peningkatan realisasi investasi daerah secara berkelanjutan. Selain itu,
program juga difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan
akuntabilitas kinerja perangkat daerah, serta penyediaan data dan informasi
penanaman modal yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan
kebijakan.

Melalui pelaksanaan program yang terarah dan terukur selama periode 2025—
2029, diharapkan DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur mampu memberikan
kontribusi nyata dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan
daya tarik investasi, serta mewujudkan pelayanan penanaman modal dan perizinan

berusaha yang prima dan berkelanjutan.

Adapun program yang dilaksanakan pada Dinas PMPTSP Kabupaten

Lombok Timur terdiri dari 6 Program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah merupakan program
yang bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur secara efektif dan akuntabel. Program ini

difokuskan pada penyelenggaraan administrasi perkantoran, pengelolaan
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keuangan, kepegawaian, perencanaan, pelaporan kinerja, serta pengelolaan
aset dan sarana prasarana pelayanan.

Pelaksanaan program ini diarahkan untuk memperkuat tata kelola
organisasi, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis
kinerja, serta mendukung penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah (SAKIP). Selain itu, program ini berperan penting dalam mendukung
pengendalian internal, kepatuhan terhadap regulasi, serta pemenuhan indikator
Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, khususnya pada aspek perizinan

dan tata kelola.

. Program Pengembangan lklim Penanaman Modal

Program Pengembangan Ilklim Penanaman Modal bertujuan untuk
menciptakan iklim investasi yang kondusif, aman, dan berdaya saing di
Kabupaten Lombok Timur. Program ini dilaksanakan melalui upaya
penyederhanaan dan kepastian regulasi, peningkatan koordinasi lintas sektor,
serta fasilitasi kebutuhan investor sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan
usaha.

Dalam rangka memperkuat dasar perencanaan dan pengambilan
kebijakan penanaman modal, program ini juga melaksanakan kegiatan
penyusunan Peta Potensi Investasi dan Rencana Umum Penanaman Modal
(RUPM) daerah. Peta Potensi Investasi disusun sebagai instrumen untuk
mengidentifikasi, memetakan, dan mendokumentasikan potensi unggulan
daerah berdasarkan sektor dan wilayah, yang dilengkapi dengan informasi
peluang investasi, kesiapan lahan, infrastruktur pendukung, serta kesesuaian
dengan rencana tata ruang.

Sementara itu, penyusunan RUPM daerah dilaksanakan sebagai
dokumen perencanaan strategis penanaman modal jangka menengah yang
berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan prioritas
pengembangan penanaman modal daerah. RUPM disusun secara selaras dan
terintegrasi dengan kebijakan penanaman modal nasional dan provinsi, serta
menjadi acuan bagi perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam
mendorong peningkatan investasi yang berkelanjutan.

Melalui pelaksanaan kegiatan pembuatan Peta Potensi Investasi dan
penyusunan RUPM, Program Pengembangan I[klim Penanaman Modal

diharapkan mampu meningkatkan kualitas perencanaan investasi daerah,
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memperkuat kepastian dan daya tarik investasi, peningkatan realisasi investasi,
perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat serta mendukung pertumbuhan

ekonomi Kabupaten Lombok Timur.

. Program Promosi Penanaman Modal

Program Promosi Penanaman Modal diarahkan untuk meningkatkan daya
tarik dan daya saing Kabupaten Lombok Timur sebagai tujuan investasi.
Pelaksanaan program ini dilakukan melalui kegiatan promosi potensi dan
peluang investasi daerah, baik melalui media cetak, media elektronik, maupun
platform digital, serta partisipasi dalam forum promosi investasi di tingkat
regional dan nasional.

Strategi promosi disusun secara terencana dan terintegrasi dengan
kebijakan promosi investasi provinsi dan nasional, serta berbasis pada potensi
unggulan daerah dan sektor prioritas. Program ini diharapkan mampu
meningkatkan minat investor, memperluas jejaring kerja sama penanaman
modal, serta mendorong peningkatan komitmen dan realisasi investasi di

daerah.

. Program Pelayanan Penanaman Modal

Program Pelayanan Penanaman Modal bertujuan untuk mewujudkan
pelayanan perizinan dan nonperizinan yang cepat, mudah, transparan, dan
akuntabel bagi pelaku usaha. Program ini dilaksanakan melalui
penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu, pemanfaatan sistem perizinan
berusaha berbasis elektronik, serta penerapan standar pelayanan yang jelas
dan terukur.

Pelaksanaan program ini juga diarahkan pada peningkatan kompetensi
sumber daya aparatur, penguatan pengawasan pelayanan, serta peningkatan
kepuasan masyarakat dan pelaku usaha. Program Pelayanan Penanaman
Modal menjadi instrumen strategis dalam mendukung percepatan investasi

daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk
memastikan bahwa kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan di
Kabupaten Lombok Timur berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan komitmen yang telah ditetapkan oleh investor.
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Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan
pengawasan pelaksanaan penanaman modal.

Melalui program ini dilakukan pengumpulan dan analisis data realisasi
investasi, identifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, serta fasilitasi
penyelesaian kendala investasi. Program ini diharapkan mampu meningkatkan
kepatuhan pelaku usaha, meminimalkan permasalahan investasi, serta

mendukung pencapaian target realisasi investasi daerah secara berkelanjutan.

. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
diarahkan untuk menyediakan data dan informasi penanaman modal yang
akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah. Program ini dilaksanakan melalui
pengelolaan, pemutakhiran, dan pengembangan sistem informasi penanaman
modal berbasis elektronik.

Fokus program ini adalah peningkatan kualitas data investasi, integrasi
sistem informasi dengan pemerintah provinsi dan pusat, serta pemanfaatan
teknologi informasi dalam pelayanan dan promosi investasi. Program ini juga
mendukung transparansi informasi, peningkatan kualitas laporan kinerja, serta
penguatan akuntabilitas dan tata kelola penanaman modal di Kabupaten

Lombok Timur.
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Tabel 4.1

Program Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

PERANGKAT
BIDANG URUSAN/ BASELI 2026 2027 2028 2029 2030
PROGRAM / INDIKATOR NE 2025 DAERAH
OUTCOME OUTCOME 2024 PENANGGUNG
JAWAB
TARGE PAGU TARGE PAGU TARGE PAGU TARGE PAGU TARGE PAGU
T T T T T
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.18- URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL 9.899.894.076,00 10.026.727.472,00 10.157.307.482,00 10.203.342.782,00 10.249.605.928,00
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.744.443.396,00 8.856.473.630,00 8.971.813.198,00 9.012.475.562,00 9.053.339.176,00
KABUPATEN/KOTA
R el Nilai SAKIP Dinas Penanaman Dinas/Badan yang
Meningkatnya Nilai Sakip o
Perangkat Daerah Modal Dan Pelayanan 70,35 73,46 74,60 4.372.221.698,00 75,75 4.428.236.815,00 76,90 4.485.906.599,00 | 78,05 4.506.237.781,00 | 80,00 4.526.669.588,00 [ menangani Bidang
Terpadu Satu Pintu (Skor) Penanaman Modal
. . Nilai SAKIP Dinas Penanaman Dinas/Badan yang
gen'"hgkat”"ya NilaiSAKIP Peranglat | ) 1 | Dan Pelayanan 15 15 15 437222169800 | 15 442823681500 | 15 4.485906.599,00 | 15 4.506.237.781,00 | 15 4526.669.588,00 [ menangani Bidang
aera Terpadu Satu Pintu (Skor) Penanaman Modal
2.18.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM 312.000.000,00 315.997.216,00 320.112.510,00 321.563.334,00 323.021.340,00
PENANAMAN
MODAL
. - " - Dinas/Badan yang
Meningkatnyaiklim investasiyang | Realisasi Total terhadap 40,00 50,00 60,00 156.000.000,00 | 70,00 157.998.608,00 | 80,00 160.056.255,00 | 90,00 160.781.667,00 | 100,00 161.510.670,00 | menangani Bidang
kondusif dan kompetitif Target Investasi
Penanaman Modal
(Persentase)
Realisasi Total Dinas/Badan yang
Meningkatnya Kemudahan terhadap T " 40 50 60 156.000.000,00 70 157.998.608,00 80 160.056.255,00 90 160.781.667,00 100 161.510.670,00 menangani Bidang
) ) erhadap Targe
Berinvestasi p 8 Penanaman Modal
Investasi (%)
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL 62.360.000,00 63.158.930,00 63.981.462,00 64.271.440,00 64.562.854,00
Meningkatnva promosi Persentase Peningkatan Dinas/Badan yang
B vap . Investor yang Berinvestasi 87,50 10,00 11,00 31.180.000,00 12,00 31.579.465,00 13,00 31.990.731,00 14,00 32.135.720,00 15,00 32.281.427,00 menangani Bidang
penanaman modal yang efektif
(Persentase) Penanaman Modal
dan tepat sasaran
Meningkatnya Jangkauan Persentase Peningkatan Dinas/Badan yang
g. v g Investor yang Berinvestasi 87,5 10 1 31.180.000,00 12 31.579.465,00 13 31.990.731,00 14 32.135.720,00 15 32.281.427,00 | menangani Bidang
Promosi Penanaman Modal
(Persentase) Penanaman Modal
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL 422.110.680,00 427.518.590,00 433.086.246,00 435.049.096,00 437.021.658,00
R . Persentase Pelaku Usaha Dinas/Badan yang
Meningkatnya kualitas ) o
clayanan perizinan yang Memperoleh Izin 45,00 55,00 65,00 211.055.340,00 75,00 213.759.295,00 85,00 216.543.123,00 95,00 217.524.548,00 100,00 218.510.829,00 menangani Bidang
,p ¥ . Sesuai Penanaman Modal
investasi
Ketentuan (Persentase)
Meningkatnya Perizininan Persentase Pelaku Usaha Dinas/Badan yang
gkatny; i yang Memperoleh Izin 45 55 65 211.055.340,00 75 213.759.295,00 85 216.543.123,00 95 217.524.548,00 100 218.510.829,00 [ menangani Bidang
Bersaha Berbasis Risiko )
Sesuai Penanaman Modal
Ketentuan (Persentase)
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 205.500.000,00 208.132.782,00 210.843.336,00 211.798.926,00 212.759.248,00
Persentase Penyelesaian
Terkendalinya pelaksanaan Permasalahan dan Dinas/Badan
. vap Hambatan yang Dihadapi 100,00 100,00 100,00 102.750.000,00 [ 100,00 104.066.391,00 | 100,00 105.421.668,00 | 100,00 105.899.463,00 | 100,00 106.379.624,00 | yang
kegiatan penanaman modal .
. Pelaku Usaha dalam menangani
sesuai ketentuan .
Membuka Usaha Bidang
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(Persentase)

Penanaman
Modal

Terkendalinya Pelaksanaan

Persentase Penyelesaian
Permasalahan dan

Dinas/Badan

Hambatan yang Dihadapi 8 8 8 102.750.000,00 8 104.066.391,00 8 105.421.668,00 8 105.899.463,00 8 106.379.624,00 | yang
Penanaman Modal .
Pelaku Usaha dalam menangani
Membuka Usaha Bidang
(Persentase) Penanaman
Modal
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM INFORMASI 153.480.000,00 155.446.324,00 157.470.730,00 158.184.424,00 158.901.652,00
PENANAMAN MODAL
Tersedianya data penanaman Persentase Pemanfaatan Dinas/Badan yang
i P Data dan Informasi 86,00 88,00 90,00 76.740.000,00 92,00 77.723.162,00 94,00 78.735.365,00 96,00 79.092.212,00 100,00 79.450.826,00 menangani Bidang
modal yang akurat dan
terintegrasi Penanaman Penanaman Modal
8 Modal (Persentase)
Meningkatnya Pemanfaatan dan Persentase Pemanfaatan Dinas/Badan yang
8 . v Data dan Informasi 86 88 90 76.740.000,00 92 77.723.162,00 94 78.735.365,00 96 79.092.212,00 100 79.450.826,00 menangani Bidang
Informasi Penanaman Modal
Penanaman Penanaman Modal
Modal (Persentase)
TOTAL KESELURUHAN 9899894076.00 10026727472.00 10157307482.00 10203342782.00 10249605928.00
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Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

NSPK DAN SASARAN PROGRAM /KEGIATAN /
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
©1) (02 (03) (04) (05) (06) (07) (08)

2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN P

ELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Meningkatnya pertumbuhan
ekonomi

Mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah yang inklusif
dan berdaya saing melalui
peningkatan realisasi investasi
serta penyelenggaraan
pelayanan publik yang prima

Persentase peningkatan
investasi di kabupaten/kota (%)

Meningkatnya Realisasi
Investasi di daerah

Nilai Realisasi Investasi PMDN
dan PMA (Milyar Rupiah)

Meningkatnya iklim investasi
yang kondusif dan kompetitif

Realisasi Total terhadap Target
Investasi (Persentase)

2.18.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Tersedianya fasilitas/insentif
penanaman modal

Jumlah Kesepakatan
Kemitraan antara Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan UMKM
di daerah (Dokumen)

2.18.02.2.01 - Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal (Dokumen)

2.18.02.2.01 - Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi kebijakan
sektor usaha yang regulasinya
diharmonisasi terkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko
(Dokumen)

2.18.02.2.01 - Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan
Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal (Dokumen)

2.18.02.2.01.0001 - Penetapan
Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif
dan Kemudahan Penanaman
Modal

Jumlah Kesepakatan
Kemitraan antara Usaha Besar
(PMA/PMDN) dengan UMKM
di daerah (Dokumen)

2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi
Kemitraan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi kebijakan
sektor usaha yang regulasinya
diharmonisasi terkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko
(Dokumen)

2.18.02.2.01.0004 -
Rekomendasi kebijakan sektor
usaha yang regulasinya
diharmonisasi terkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko

Jumlah Dokumen
Perencanaaan peta potensi
investasi

Jumlah Dokumen Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta
Potensi Investasi
Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN/
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05 (06) (07) (08)

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta
Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.02.2.02.0001 -
Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.02.2.02.0004 -
Penyusunan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Kemudahan
Berinvestasi

Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)

2.18.02 - PROGRAM
PENGEMBANGAN IKLIM
PENANAMAN MODAL

Tersedianya fasilitas/insentif
penanaman modal

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha
Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
(Dokumen)

2.18.02.2.01 - Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal (Dokumen)

2.18.02.2.01 - Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang
regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)

2.18.02.2.01 - Penetapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan
Penanaman Modal (Dokumen)

2.18.02.2.01.0001 - Penetapan
Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha
Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah
(Dokumen)

2.18.02.2.01.0003 - Fasilitasi
Kemitraan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota

Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang
regulasinya diharmonisasiterkait Perizinan
Berusaha Berbasis Resiko (Dokumen)

2.18.02.2.01.0004 -

Rekomendasi kebijakan sektor usaha
yang regulasinya diharmonisasi
terkait Perizinan Berusaha Berbasis
Resiko

Jumlah Dokumen
Perencanaaan peta potensi
investasi

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta
Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.02.2.02 - Pembuatan Peta
Potensi Investasi Kabupaten/Kota

Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana
Umum Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.02.2.02.0001 -
Penyusunan Rencana Umum
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /KEGIATAN/
RPJMD YANG RELEVAN TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.02.2.02.0004 -
Penyusunan Peta Potensi Investasi
Kabupaten/Kota

Meningkatnya promosi
penanaman modal yang efektif
dan tepat sasaran

Persentase Peningkatan Investor yang
Berinvestasi (Persentase)

2.18.03 - PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Terselengaranya
pameran/exspo potensi
investasi

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.18.03.2.01-

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.18.03.2.01.0002 -
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Meningkatnya Jangkauan
Promosi Penanaman Modal

Persentase Peningkatan Investor yang
Berinvestasi (Persentase)

2.18.03 - PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Terselengaranya
pameran/exspo potensi
investasi

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.18.03.2.01-

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi

Penanaman Modal Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.18.03.2.01.0002 -
Pelaksanaan Kegiatan Promosi
Penanaman Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Terkendalinya  pelaksanaan
kegiatan penanaman modal
sesuai ketentuan

Persentase Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku
Usaha dalam Membuka Usaha
(Persentase)

2.18.05 - PROGRAM
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi bidang
pengendalian

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari

Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ;
serta Dllakukan Evaluasi Penilaian
Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan
Berusaha (Kegiatan Usaha)

2.18.05.2.01 - Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
Implementasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Pelaku Usaha)

2.18.05.2.01 - Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha

dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya

(Kegiatan Usaha.)

2.18.05.2.01 - Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

48



NSPK DAN PROGRAM/KEGIATAN/
SASARAN RPJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETiI;ANG
YANG RELEVAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
(Kegiatan Usaha.)

2.18.05.2.01.0004 -

Penyelesaian Permasalahan danHambatan
yang dihadapi Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan Usahanya

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Pelaku Usaha)

2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan
Teknis kepada Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan
Usaha)

2.18.05.2.01.0006 -
Pengawasan Penanaman Modal

Terkendalinya Pelaksanaan
Penanaman Modal

Persentase Penyelesaian Permasalahandan
Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha
dalam Membuka Usaha (Persentase)

2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Terlaksananya kegiatan
monitoring dan evaluasi bidang
pengendalian

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha
yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data,
Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari
Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta
Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha (Kegiatan
Usaha)

2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko (Pelaku Usaha)

2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
(Kegiatan Usaha.)

2.18.05.2.01 - Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan
Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha
dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya
(Kegiatan Usaha.)

2.18.05.2.01.0004 -

Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan
yang dihadapi Pelaku Usaha dalam
merealisasikan Kegiatan Usahanya
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NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM /KEGIATAN/
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03

(049

(05

(06)

(07)

(08)

Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti
Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
Implementasi Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko dan Pengawasan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Pelaku Usaha)

2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan
Teknis kepada Pelaku Usaha

Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku
Usaha yang Telah Dianalisa dan
Diverifikasi Data, Profil dan Informasi
Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan
Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan
Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
(Kegiatan Usaha)

2.18.05.2.01.0006 -
Pengawasan Penanaman Modal

Meningkatnya
Kepuasan
Masyarakat Terhadap
Pelayanan Perizinan

Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)

Meningkatnya kualitas
pelayanan perizinan investasi

Persentase Pelaku Usaha yang
Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
(Persentase)

2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Terlaksananya pelayanan
perizinan dan non perizinan di
Kabupaten Lombok Timur

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan Pemberian
Fasilitas/Insentif yang menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat
pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha
Dari Pelaku Usaha (Kegiatan Usaha)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh
Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik (Pelaku Usaha)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pelayanan Perizinan
Berusaha melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik (Pelaku Usaha)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan
dan Non Perizinan Secara Terpadu
Satu Pintu dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan Pemberian
Fasilitas/Insentif yang menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota
(Dokumen)

2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah

50



NSPK DAN SASARAN
RPJMD YANG RELEVAN

TUJUAN

SASARAN

OUTCOME

OUTPUT

INDIKATOR

PROGRAM / KEGIATAN /
SUBKEGIATAN

KETERANGAN

(01)

(02)

(03

(04)

(05

(06)

(07)

(08)

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik (Pelaku
Usaha)

2.18.04.2.01.0006 -

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik

Jumlah Pelaku usaha yang
Memperoleh Layanan
Konsultasi Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik
(Pelaku Usaha)

2.18.04.2.01.0007 -

Penyediaan dan pengelolaan Layanan
konsultasi perizinan berusaha berbasis
risiko

Jumlah Kegiatan Usaha yang
mendapat pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan
Usaha Dari Pelaku Usaha
(Kegiatan Usaha)

2.18.04.2.01.0008 -

Pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko

Meningkatnya Perizininan
Bersaha Berbasis Risiko

Persentase Pelaku Usaha yang
Memperoleh Izin Sesuai
Ketentuan (Persentase)

2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Terlaksananya pelayanan perizinandan
non perizinandi Kabupaten Lombok

Timur

Jumlah Kegiatan Koordinasi
dan Sinkronisasi Penentapan
Pemberian Fasilitas/Insentif
yang menjadi Kewenangan

Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinandan
Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Kegiatan Usaha yang
mendapat pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan
di bidang perizinan berusaha
berbasis risiko Lintas Daerah
Kabupaten/Kota bagi Kegiatan
Usaha Dari Pelaku Usaha
(Kegiatan Usaha)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinandan
Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku usaha yang
Memperoleh Layanan
Konsultasi Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik
(Pelaku Usaha)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinandan
Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi
secara Elektronik (Pelaku
Usaha)

2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinandan
Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
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NSPK DAN SASARAN PROGRAM /KEGIATAN/
RPJMD YANG TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR SUBKEGIATAN KETERANGAN
RELEVAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08)

Jumlah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan
Pemberian Fasilitas/Insentif yang
menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dokumen)

2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah

Jumlah Pelaku Usaha yang
Mendapatkan Pelayanan
Perizinan Berusaha melalui
Sistem Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko Terintegrasi secara
Elektronik (Pelaku Usaha)

2.18.04.2.01.0006 -

Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha
melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Pelaku usaha yang
Memperoleh Layanan Konsultasi
Perizinan Berusaha melalui Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Terintegrasi secara Elektronik
(Pelaku Usaha)

2.18.04.2.01.0007 -

Penyediaan dan pengelolaan Layanan
konsultasi perizinan berusaha berbasis
risiko

Jumlah Kegiatan Usaha yang
mendapat pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbasis risiko
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku
Usaha (Kegiatan Usaha)

2.18.04.2.01.0008 -
Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan|
di bidang perizinan berusaha berbasis risiko

Tersedianya data penanaman
modal yang akurat dan
terintegrasi

Persentase Pemanfaatan Data dan
Informasi Penanaman Modal
(Persentase)

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL

Terlaksananya inventarisasi datadan
informasi perizinan dan non perizinan
yang terintegrasi

Jumlah Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
(Dokumen)

2.18.06.2.01 - Pengelolaan Datadan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
(Dokumen)

2.18.06.2.01.0002 -

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan
Data dan Informasi Perizinan Berbasis
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Meningkatnya
Pemanfaatan dan
Informasi Penanaman
Modal

Persentase Pemanfaatan Data dan
Informasi Penanaman Modal
(Persentase)

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL

Terlaksananya inventarisasi datadan
informasi perizinan dan non perizinan
yang terintegrasi

Jumlah Data dan Informasi
Perizinan Berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik yang
Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

(Dokumen)

2.18.06.2.01 - Pengelolaan Datadan
Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota
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TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROGRAM/ BASELINE
INDIKATOR OUTCOME PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / TOR OUTCOME! | " TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 e KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08) (09) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
2.18- URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG PENANAMAN MODAL 9.899.894.076,00 10.026.727.472,00 10.157.307.482,00 10.203.342.782,00 10.249.605.928,00
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 8.744.443.396,00 8.856.473.630,00 8.971.813.198,00 9.012.475.562,00 9.053.339.176,00
KABUPATEN/KOTA
2.18.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS
Meningkatnnya Nilai SAKIP Perangkat Nilai SAKIP Dinas Penanaman PENANAMAN
Daeraig ¥ g Modal Dan Pelayanan Terpadu 15 15 4.372.221.698,00 15 4.428.236.815,00 15 4.485.906.599,00 15 4.506.237.781,00 15 4.526.669.588,00 [ MODAL DAN
Satu Pintu (Skor) PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 12.241.000,00 12.319.342,00 12.398.186,00 12.477.534,00 12.557.390,00
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
VEEVETEC UEN EECEEEER, || Leperem (Rl CeiEs 2.788.000 5 6.120.500,00 5 6.159.671,00 5 6.199.093,00 5 6.238.767,00 5 6.278.695,00
pelaporan dan evaluasi kegiatan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen) BEEnET 3 8 8 8 &
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat 3.288.500,00 3.309.546,00 3.330.727,00 3.352.044,00 3.373.497,00
Daerah
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Jumlah Dokumen Perencanaan
6.992.600 4 3.288.500,00 4 3.309.546,00 4 3.330.727,00 4 3.352.044,00 4 3.373.497,00
Perangkat Daerah Perangkat Daerah (Dokumen)
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja 2.832.000,00 2.850.125,00 2.868.366,00 2.886.723,00 2.905.198,00
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
. . N Jumlah Laporan Capaian Kinerja
Tersedlanya Lap.orar? C.apa.lan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan dan L. Hasil Koordinasi
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan | 22" -aporan Hast soordinasi 2.788.000 5 2.832.000,00 5 2.850.125,00 5 2.868.366,00 5 2.886.723,00 5 2.905.198,00
. — ) Penyusunan Laporan Capaian
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar N : NS
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan lkhtisar Realisasi
Kinerja SKPD (Laporan)
2.18.01.2.02- Administrasi Keuangan 6.835.902.294,00 6.879.652.070,00 6.923.681.842,00 6.967.993.406,00 7.012.588.564,00
Perangkat Daerah
Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Penatausahaan keuangan sesuai Vel SIRAD G Lefserra Al
9 Koordinasi Penyusunan Laporan 7.204.000 2 3.417.951.147,00 2 3.439.826.035,00 2 3.461.840.921,00 2 3.483.996.703,00 2 3.506.294.282,00
rencana h
Keuangan Akhir Tahun SKPD
(Laporan)
Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN (Oranglbuan) | 155453714 462 462 462 462 462
Jumlah Dokumen Penatausahaan
dan Pengujian/Verifikasi Keuangan | 169.700.000 12 12 12 12 12
SKPD (Dokumen)
2.18.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan 3.341.119.147,00 3.362.502.310,00 3.384.022.324,00 3.405.680.067,00 3.427.476.420,00
Tunjangan ASN
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN | Jumiah Orang yang Menerima Gaji | 5 yog 453714 | 462 3.341.119.147,00 | 462 3.362.502.310,00 | 462 3.384.022.324,00 | 462 3.405.680.067,00 | 462 3.427.476.420,00

dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)

53



TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
IDIKA TCOME PERANGKA’
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME! | " ranun 2026 2027 2028 2029 2030 T | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (086) (07) (08) (09) (10) (11) (12 (13) (14) (15)
2.18.01.2.02/0003 - Pelaksanaan
.00 73.680.000,00 74.151.552,00 7462612200 75.103.729.00 75.584.393,00
Pengujian/Verifikasi Ketangan SKPD
Jumish Dokumen Penalausashaan
TBCInatyS Fenitadsitiann Gan dan Pengujian/\Verifikasi Keuangan | 169.700.000 12 73.680.000.00 12 74.151.552,00 12 74.626.122,00 12 75.103.729.00 12 75.584.393.00
Pengujisn/Verifikasi Keuangan SKPD
SKPD (Dokumen)
2.18.01,2.02 0005 - Koordnasi dan
Penyustnan Laporan Keusngan Akhir 3.152.000,00 347217300 319247500 3.212.807.00 3.233.469,00
Tahun SKPD
Tersedianya Laporan K o Aknir | 2Umish Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil Tahun SKPD dan Laporan Hasi
el Koordinasi Penyusunan Laporan | 7.204.000 2 315200000 | 2 sz | 2 310247500 | 2 3212.807.00 2 3.233.469,00
SR POTARUNEN | spoian Keuangan Akhir Tahun SKPD
Akhir T
Keuangan if Tahun SKPD (Laporan)
2.18.01,2.03 - Administras) Barang Milk
miess 9.600.000,00 9,661.440.00 9.723274,00 9.785.502,00 9848.130,00
Jumiah Laporan Penatausahasn
Terkeloanya asetbarang milik daerah Barang Milik Daerah pada SKPD 5.400.000 3 4.800.000,00 3 4.830.720,00 3 4.861.637.00 3 4.892.751.00 3 4.924.065.00
{Laporan)
2.18.01.2.03.0006 - Penatausahaan
A SH Dl et 4.800.000.00 4.830.720,00 4.861537.00 4.892.751,00 4.824.065.00
Jumiah Laporan Penatausahasn
:".':k sananys Penatausahaan BAMNG | ong Milk Daerah pada SKPD | 5.400.000 3 4.800.000,00 3 4.830.720.00 3 4.861.637.00 3 4.892.751.00 3 4.924.065,00
Daerah pada SKPD PPy
2.18.01.2.06 - Administras| Umum
5 e 285.573.980,00 297.465.654.00 299,369 436,00 301.285.398,00 303.213.624,00
Jumiah Paket Komponen Instalasi
L ”";‘""" g e b Listrik/Penerangan Bangunan 2.118.700 1 147.785.990,00 1 148,732 827,00 1 149.684.718,00 1 150.642.699,00 1 151.608.812.00
perancicn tasisty Kanior yang Di (Paket)
Jumish Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan
7.200.000 2 2 2 2 2
Perundang-Undangan yang
Disediaian (Dokumen)
Jumiah Pakel Persiatan dan
Pertengkapan Kantot yang 30.623.380 1 1 1 1 1
Disediakan (Paket)
Juméah Pakel Barang Celakan dan
Penggandasn yang Disediakan 3.761.100 2 2 2 2 2
(Paket)
Jumish Laporan Penyelenggarasn
Rapst Koordinasi dan Konsuitas: 12 12 12 12 12 12
SKPD {Laporan)
2.18.01.2.06.0001 - Penyedaan
Samponin oasest 4.185.000,00 4211.784.00 4.238735,00 4.265.867.00 4.233.169.00
Listnk/Penerangan Bangunan Kantor
. Juméah Paket Komponen Instalasi
lr_:'m’"” K""'%:"’g':::\?mw Listrk/Penerangan Bangunan 2.118.700 1 4.185.000,00 1 4.211.784.00 1 4.238.739.00 1 4.265 867,00 1 4.293.169.00
o'y Kantor yang Disediakan (Paket)
2.18.01.2.06.0002 - Panyecaan
i AT sl 44.146.990,00 44.420.531,00 44.713.880,00 45.000,049,00 45.288.049,00
" Jumiah Paket Peratatan dan
;:'ﬁm""y’ ?Kf::" dan Perengkapan Kanlor yang 30.623.360 1 44.146.990,00 1 44.429.531,00 1 44.713.880,00 1 45.000.043.00 1 45.288,049.00
engape Disediakan (Paket)
248012000005 Penyidiaed ey 9.711.000,00 9.773.150,00 9.835.899,00 0.696.647.00 9.961.998,00

Cetakan dan Penggandasn




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /| PROGRAM /
INDIKATOR QUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (02) (03) (04) (05) (08) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
5 Juméah Paket Barang Celakan dan
Tersadianys Herang Cetslanden Penggandasn yang Disediakan 3.761.100 2 a71100000 | 2 a77ats000 | 2 oBsssesmoo| 2 ossesdzoo | 2 9.961.988,00
Penggandaan (Paket)
2.18.012.06.0006 - Penysdaan Bahan
Bacasn dan Peraturan 4,800.000,00 4.830720,00 4.861.637,00 489275100 4.824.065,00
Perundang-undangan
Jurniah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan
ki oot sy SR 7.200.000 2 480000000 | 2 483072000 | 2 asBrEa7o0 | 2 asm275100| 2 4.924.065.00
Disediakan (Dokumen)
2.18.01.2.06.0008 - Penyslenggarsan
S Sy 84.544.000,00 85.457.642,00 86.034.763.00 86.585.385.00 87.139,531.00
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Tertsksananya Penyelanggaraan Rapat | ot Koordinasi dan Konsultasi 12 12 8494400000 [ 12 85 457.642.00 12 8603476300 | 12 8658538500 | 12 §7.139.531.00
Koordinas dan Konsultasi SKPD SKPD (Lamxan)
2.18.01.2.07 - Pangadaan Barang MEK
Daersh Perunjang Urusan Pemerintah 108.000.000.00 108.755.200,00 109.515.234,00 110.280.130,00 111.049.924,00
Daerah
set yang e einlteens ":';w'“""") : ) 2 seo0000000 [ 2 s¢ar7eooo0 | 2 sarszeiroo | 2 s5.14008500 | 2 55.524.962.00
s P“‘:‘urn?" yang ) 10 10 10 10 10
2.18.01.2.07.0005 - Péngadaan Mebel 10.000.000.00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000.00 10.000.000.00
eréah Paket Mebel
Tersedianya Mebel it o 0 10 1000000000 | 10 10.00000000 | 10 1000000000 [ 10 1000000000 | 10 10.000.000,00
218.01.2.07.0006 - Pengadaan
ety 44.000.000,00 44.377.600,00 44.757.617.00 45.140.065.00 45.524.952.00
Tersedianya Persiatan dan Mesin Jumiah Unit Pevalatan dan Mesin
Lainnya Lainnya yang Diseciakan (Unit) o 2 as00000000 | 2 asrrsoom | 2 wrsteiroo | 2 4514008500 | 2 45.524.962.00
2.18.01.2.08 - Penyedaman Jasa
e G ms e 511.400.000.00 ©17.232 960,00 923.103.252.00 928.011.112.00 934.856.782,00
Tersedianya Jasa Penunjang yang Jumésh Lapotan Penyediaan Jasa
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi] Komunikasi, Sumber Daya Air dan 3.000.000 12 455.700.000,00 12 458.616.480,00 12 461.551.626,00 12 464.505.556.00 12 467 478.391.00
perangkat daerah Listrik yang Disediskan (Laporan)
Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Pelsyansn Umum Kantor yang 110.562.900 13 13 13 13 13
Disediakan (Laporan)
2.18.01.2.08.0002 - Penyadiaan Jasa
i e 190.500.000,00 191.719.200,00 192.946.203.00 194.181.053.00 195.423.817.00
Jurmdah Laporan Penyedaan Jasa
;‘;’y’:";”g’;m omurdast, SUmBE | Komunikasi, Sumber Daya Alr dan | 3.000.000 12 18050000000 | 12 19171920000 | 12 19204620300 | 12 19418105900 | 12 195.423.817.00
Listrik yang Disediakan (Lsporan)
2.18.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa
Z SRR Y 265.200.000,00 266.857.280,00 268.605.423,00 270.324.457.00 272,054 574,00
Gk i Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
ey $ Pel Umum Kandor yang 110562000 | 13 26520000000 [ 13 26689728000 | 13 26860542300 | 13 27032448700 | 13 272.054.574.00
Disediskan (Laporan)
2.18.01.2.09 - Pemeliharaan Barang MK
Daersh Penunjang Urusan 571.726.122,00 £31,386.964,00 694.021.874,00 681,642.480,00 666.124.762.00
Desrah
Jumish Kendaraan Perorangan
Terpelibaranya barang mili daerah D"'I ’Lm;"m“m:‘d‘:: 132.043 450 24 285.863.061,00 24 315.683.482,00 24 347.010,957,00 24 340.521.240,00 24 334.562.381,00
dibayarkan Pajaknys (Unt)
Jumiah Medel yang Dipsiibara = z = = > 2

{Uait)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR OUTCOME BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT ! TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 7 DAERAH ¥ KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01 (02) (03) (04) (05) ({06} (07) (08) (09) (10) (11 (12 (13) (14) (15)
Jurriah Peraiatan dan Mesn
150 A 4
Lainnya yang Dipelihara (Unit) RET) 5 2 &
Jumiah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor aiau Bangunan 0 1 1 1 1 1
Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unt)
Jumiah Gedung Kantor dan
Bangunan Lannya yang 0 1 1 1 1 2
OipeliaraDrehabilitasi (Unt)
2.16.012.08.0001 - Penyediaan Jasa
Bisya dan
sy e T st 148.680.000.00 149.631 552,00 150.589.184,00 151.552.965.00 152.522.904.00
Tersedianys Jasa Pemelharaan, Bisya | Jumiah Kendaraan Perorangan
Gan Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
st kmermi SN oo ey 132043400 | 24 14888000000 | 24 14963155200 | 24 15058018400 | 24 15155208500 | 24 152.522.904,00
Jabatan dibayarkan Pajaknys (Un)
2.18.01.2.08.0005 - Pemeliharaan Mebel 5.000.000,00 5.000.000.00 5.000.000,00 5.000.000.00 5.000.000,00
Teriaksananya Pemeiharaan Mebel (Jm“ 1"“ h Mebel yang Dipelitara 0 2 5.000.000,00 2 5.000.000.00 2 so0000000 | 2 5.000.000.00 2 5.000.000.00
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
Paaiohar s s oo 10.980.000,00 11.080.272,00 11.120.884,00 11.192.168.00 11.263.788.00
Terlaksananya Pemebharaan Peraiatan | Jumiah Peralatan dan Masin
dan Mesin Lainnya Lainaya yang Dipslihara (Unit) 2.150.000 s 1098000000 | 4 1105027200 [ 4 1112080400 [ 4 1119216800 | 4 11.263.798.00
2.16.01.2.08.0008 -
PemeiharsanRehabitasi Gedung 0,00 28.032.895.00 57.541.377,00 49.531.022.00 41.439.905.00
Kantor ¢an Bangunan Lainnya
Teraksananya Jumiah Gedung Kantor dan
PemelharaanRehablitasi Gedung Bangunan Lainnya yang 0 1 ooo | 1 28.032895.00 1 s7satar7o0 | 1 ssio200| 2 41.439.905.00
Kantor dan Bangunan Lainnya D L (Unit)
2.1801.2.08.0010-
Pemelharaan/Rehabiitasi Sarana dan
octsipmeiTay 121.203.061.00 121,978 760.00 122.750.422.00 123.545.085.00 124.335.774.00
Bangunan Lainnya
Terlaksananya Jurmiah Sarana dan Prasarana
Pomolhéraan/iahabies! farana dan, | Gadting Ydrkor atm) Banguren 0 1 121.203.061,00 1 121.678.760,00 1 122.759.422,.00 1 123.545.085.00 1 124.335.774.00
Prasarana Gedung Kantor atau Lainnya yang
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
sl Niai SAKIP Dinas Penanaman
e e Modsl Dan Pelayanan Temadu 7035 7460 437222168800 | 7575 442823681500 | 7690 448590650900 | 7805 4506.237.781.00 | 2000 4.526.660,568.00
Satu Pintus (Skor)
2.18.01.2.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evalussi Kinerja 12.241.000,00 12.319.342,00 12.398.186.00 12.477.534,00 12.557.380.00
Perangkat Daerah
P b £ 5.982600 4 612050000 [ 4 s1sa67i00 | 4 61e30a300 | 4 623876700 | 4 £.278.685,00
pelaporan dan evalussi k Daesah (D Srveri e 695
Jumiah Laporan Capaian Kiner@a
dan lkntsar Reaksasl Kinerja SKPD
dan Laporan Hasll Koordinasi
o i Catian 2.768.000 5 5 5 5 5
Kinesja dan Ikhisar Realisasi
Kines|a SKPD (Laporan)
2.18.01.2.01.0001 - Penyusunan
D g 3288 500,00 3.309.546.00 3.330.727.00 3.352.044.00 3.373.487.00
Daerah
L D D 6.992 600 4 328850000 | 4 330054600 4 33072700 | 4 335204400 | 4 3.373.497.00

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah (Dokumen)




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / DIKATOR OUTCOME BASELINE
PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / y OUTPUT ‘ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (02) (03) (04) (05) (08) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
2.18.01.2.01.0006 - Koordinasi dan
Penyusunan Laporan Capaian Kinesja 2583200000 2.850.125.00 2.868.366,00 25856.723,00 2.805.183,00
dan Bivisar Realisasi Kinerja SKPD
= -
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja 4 Lagioran Capaisn ’
- dan IkhGsar Realisasi Kinerja SKPD)
dan lkntsar Realisasi Kinefja SKPD dan | 0 Laporan Hasi a8l
Laporan Hasi Koordnasi Penyusunan [ 520 S uw;n“:“' s 2788.000 5 2.832.000,00 5 2.850.125,00 5 2,868 366,00 5 288672300 s 2.505.188.00
m” _c::";'" Kineqja dan IKhtisar | oria dan iwtisar Realisasi
Sanl Kinerjs ShPD Kinesja SKPD (Lsporan)
2.18.01.2.02 - Administrasi Keuangan
ek AR £.535.902.204,00 6.879.652,070,00 6.923 681.842,00 6.967.693.406,00 7.012.538 564,00
Penatsusahaan keuangan sesusi Jumiah Orang yang Menerima Gaji
s dan Turgan ASK (Orangbutan [155453.784 [ 4c2 341795114700 | 482 343062603500 | 462 346188002100 | 462 348390670300 | 462 3.506.294.262.00
dan Pengujian/Veritkasi Keangan | 168.700.000 12 12 12 12 12
SKPD (Dokumen)
Jumiah Laporan Keuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasi
Koordinasi nan Laporan | 7.204.000 2 2 2 2 2
Keuangan Akhir Tabun SKPD
{Laporan)
2.18.01.2.02.0001 - Penyedaan Gaji dan
s o 3.341.119.147,00 3.362.502.310,00 3.384.022.324,00 3405 680.067,00 3.427.476.420,00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN ;:n"n"‘nm”"m';‘;':";mg:‘]' 3155453714 | 462 3341.119.147,00 | 462 3362502.31000 | 462 338402232400 | 462 3405680067,00 | 462 3.427.476.420,00
2.13.01.2.02.0003 - Pelaksanaan
Fronatcastisan don 73.680.000,00 74.151552.00 74.626.122.00 75.103.729.00 75.584,383,00
Pengujian/Verifikasi Keusngan SKPD
Jumiah Dokumen Penatausahaan
Todexannacya Eanelausshiin dsn dan Pengulisn/Vedfiasi Keuangan | 169.700.000 12 73.680.000,00 12 7415155200 | 12 74.626.122,00 12 75.103.729.00 12 75.584.383,00
Pengujianiveitikasi Kevngan SKPD [ (50 PSR
2.18.01.2.02.0005 - Koorgnasi den
Penyusunan Laporan Keusngan Akt 3.152.000,00 3.172.173.00 3.192.475,00 3.212.907.00 3.233.469.00
Tahun SKPD
Tersedianya Laporan Keusngan Akhir imhsﬁgsgrmaﬁ"m'
Ty SKPE) den Laparan Fas Koordinasi Penyusunan Laporan |  7.204.000 2 315200000 | 2 3.172.173,00 2 s10247500 | 2 szizao700| 2 3.233.469.00
Koordinaal Panyusinan Laporan Keuangan Akhit Tahun SKPD
ir T
Keuangan Akhir Tahun SKPD (i bporao)
2.18.01.2.03 - Adminisiras| Barang MK
= Seiinydpalants 9.600.000,00 9.661.440.00 9.723274,00 9.785.502.00 £:848.130.00
Jumiah Laporan Penatausahaan
Terkeloanys ssetbarang milk daerah | Barang Mili Daerah pada SKPD |  5.400.000 3 4.800.000,00 3 4.830.720,00 3 4.861.637,00 3 4.892.751.00 3 4.524.085.00
(Lapocan)
2.18.01.2.03.0006 - Pénstausahaan
S KA DTSSR Sk SHED 4.800.000,00 4.830.720,00 4.861.637,00 4.592.751.00 4.524.085.00
Jumiah Laporan Penalausanaan
Terisksananya Penatausahaan Barsng | g o )ili Daerah pada SKPD | 5.400.000 3 4.800.000,00 3 4.830.720,00 3 ssrea7o0| 3 489275100 3 4.524.065.00
Mk Daerah pads SKPD
(Laporan)
2.18.01.2.06 - Administrasi Umum
T 295,573.980.00 297.465.654,00 298.369.435,00 301.285,368,00 303.213.624,00
Tertaksana anan umum sNipinh Paket Pasisten Gan
nya pelsy: Pertengkapan Kantor yang 30.623.360 1 147.785.990,00 1 148.732 827,00 1 145.684.718.00 1 150.642.699.00 1 151.606.812.00
perangkat dascah pi g (Paket)
Jumiah Dokumen Bahan Bacaan
K8 PAENRIN0 7.200.000 2 2 2 2 2




BIDANG URUSAN / PROGRAM /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME / KEGIATAN / “mm‘,m’ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 ’mT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02} {03) (04) (05) (086) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumdah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 12 12 12 12 12 12
SKPD (Laporan)
Jurmish Paket Barang Catakan dan
Penggandsaan yang Disediskan 3761.100 2 2 2 2 2
{Paket)
"Jueriah Paket Komponen Instalss]
Listri/Penerangan Bangunan 2118700 1 1 1 1 3
Kantor yang Disediakan (Paket)
218012060001 - Penyediaan
BONROOSH i uaa 4.185.000,00 4211.784,00 4.238739.00 4.265.867,00 4293.169,00
LstrivPenecangan Bangunan Kanlor
Jurmiah Paket Komponen Inataissi
b K‘“’“;"’g;"“;;’:";mw ListrivPenerangan Bangunan 2.118700 1 4.185.000,00 1 4211.784,00 1 4.238739.00 1 4.265.867.00 1 4293.169.00
9 Kantor yang Disediakan (Paket)
218.012,06.0002 - Penyediaan
: o P Kidie 44.146.990,00 44.429.531,00 44.713.880,00 45.000,049.00 45.288.049,00
Jumiah Paket Peratatan dan
Termadisnys P“K:'::“ aan Perengkapan Kantor yang 30.623.360 1 44.146.990,00 1 44.429.531,00 1 44.743.880.00 1 45.000.049,00 1 45.288.049,00
Sriengkapan 4 Disediakan (Paket)
2.18.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang
Sl 9.741.000,00 9.773.150,00 9.635.609.00 9.896.647,00 9.061.988,00
Jumiah Paket Barang Catakan dan
Tersedisnya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 3.761.100 2 a71100000 | 2 arrassooe | 2 og3seee00| 2 ogessa7o0 | 2 0.661.988.00
Penggandasn o
218.01.2.06.0006 - Penysdiaan Bahan
Bacasn dan Peraturan 4.800.000,00 4.830.720,00 4.861.637,00 4.592.751.00 4.924.085,00
Perundang undangan
Jumdah Dokumen Bshan Bacaan
WENSH AR D Fiecean Jn e DAY 7.200.000 2 480000000 | 2 4872000 | 2 aser63700| 2 489275100 | 2 4.924.065.00
Peraturan L) ] g 1 yang
Disediakan (Dokumen)
2.18.01.2.06.0008 - Penysienggaraan
A e s 84.944.000,00 85.457.642.00 86.034.763.00 86.585.385.00 87.139.531.00
Jumiah Laporan Penyelenggaraan
Teriaksananya Penyeienggarasn Rapat | oo K oordinasi dan Konsultas 12 12 8404400000 | 12 8548764200 | 12 8603476300 | 12 8658538500 | 12 8§7.139.531.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
SKPD (Laporan)
21801207 - Pengadaan Barang Mk
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 108.000.000.00 108.755.200.00 108.515.234.00 110.280.130,00 111.049.924.00
Darah
Jumiah Paket Mebel yang
aset yang o 0 10 5400000000 | 10 sear7eo000 | 10 sa7s781700| 10 5514008500 | 10 55.524.962,00
Jurmiah Unit Peralstan dan Mesin p = 2 = = =
Lainnya yang Disediskan (Unit)
2.18.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel 10.000.000.00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000.00 10.000.000.00
” Jumish Paket Mebel yang
Tersedianys Mebel e 0 10 10.00000000 [ 10 10.00000000 | 10 1000000000 | 10 1000000000 | 10 10.000.000.00
2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan
= At 44.000.000.00 44.377.600,00 44.757617.00 45.140,065.00 45.524.962,00
Tarsackanys Paraletan can Asaln igans Link Parsiatan San Mesln 0 2 aspo000000 [ 2 a3mreoo0o | 2 sarszeiToa| 2 ss14008500 | 2 45.524.962.00
Lainnya Lainnya yang Disediakan (Unit)
21601208 - Penyedasn Jasa
11.400.000, 17 : 103.252. 011112, 956,782,
B o 911.400.000,00 ©17.232.960,00 923.103.252.00 929.011.112.00 934.956,762.00
Tersedianys Jasa Penunjang yang Jumiah Laporan Penyediaan Jass
membantu pelaksanaan tugas dan fungsi| Komunikasi, Sumber Daya Airdan | 3.000.000 12 45570000000 | 12 45861648000 | 12 155162500 | 12 48450555600 | 12 467.478.391,00

perangkat daerah

Listrik yang Disediakan (Laporsn)
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BIDANG URUSAN / PROGRAM /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME | KEGIATAN / IIDIKAIWOIMU'ICOE ' TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEIWWIGIIAT KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
1) (02) (03) (04) (05) (06} (07) (08) (09) (10} (11 (12) (13) (14) (15)
Jumiah Laporan Penyediaan Jass
Pelayanan Umum Kanlor yang 110,562,900 13 13 1 13 13
[ (Lapotan)
2.18.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa
Shispl e AL Saa e 150,500.000,00 191.713.200,00 192.646.203,00 194.181.058,00 195.423.817,00
. Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Tersedi Jasa Komunikasi, Sumb:
i = | Komunikasi, Sumber Days Air dan | 3.000.000 12 19050000000 | 12 19171920000 | 12 10204620300 | 12 10418105800 | 12 195.423.817.00
Daya — Listrik yang Disediakan (Laporan)
8012 000004 Fityadun s 265.200.000,00 266.867.280,00 268.605.423.00 270.324.457.00 272.054574,00
Pelayanan Umum Kantor
= Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
zﬂ’g"""‘ JARa Pelayanan timin Pelayanan Umum Kanlor yang 110.562.800 13 265.200.000.00 13 266.897 280,00 13 266.605.423.00 13 270.324.457.00 13 272.054.574.00
Disediakan (Laporan)
2.18.012.08 - Pemelharaan Barang Mk
Dseran Urusan 571.726.122.00 631,386.964.00 694.021.974,00 681.642.480,00 669.124.762.00
Daerah
Juméah Sarana dan Prasarana
Terpeliharanys baang milk dsecah e nn Ry 0 1 28586306100 | 1 31560348200 | 1 347.010.987.00 1 082124000 | 1 334.562.381.00
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)
Juméah Peralatan dan Mesin
i far Dl R T 9.150.000 4 4 s 4 a
Jumish Mebel yang Dipeiitars
iy 0 2 2 2 2 2
Jumish Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendarsan Dinas
rem 132.043,4%0 2 2 2 24 28
dibayarkan Pajaknya (Unt)
Jumish Gedung Kantor dan
Bangunan Leinnys yang ] 0 1 1 1 1
Dipelinara/Direhabilitasi (Unit)
2.18.01.2.08.0001 - Peryediaan Jasa
isya o 49,631 151 1
2 gy 148.680.000,00 149,631.552,00 150.589.184,00 51.552.965.00 52.522.904,00
Kendaraan Dinas Jabatan
Tersedianya Jass Pemelharaan, Bisys | Jumiah Kendaraan Parorangan
can Pajak Dinas atau Kendaraan Dinas
G s i | it yanp Txpamis 132,043 450 24 14868000000 | 24 14063155200 | 24 15058010400 | 24 15155206500 | 24 152.522.904.00
Jabatan dibeyarkan Pajaknya (Unt)
2.18.01.2.08.0005 - Pemeliaraan Mebel 5.000.000.00 5.000.000,00 5.000.000.00 5.000.000,00 5.000.000,00
Terlaksananya Pemesharaan Mebel ;’w“' """ Mekial Yot C\padiisian o 2 5.000.000,00 2 5.000.000,00 2 5.000.000.00 2 5.000.000.00 2 5.000.000.00
2.18.01.2.09.0006 - Pemeliharaan
o prn 10.850.000,00 11.050272,00 11.120.984,00 11.182.168.00 11.263.788,00
T y Jumiah dan Mesin
dom Mkin L okite ity yang Dipsitare Lk} 9.150.000 4 10.860.000,00 4 11.050.272.00 4 11.120.884,00 4 11.192.168.00 4 11.263.788,00
218012.09.0008 -
Pemelharaan/Rehabiitssi Gedung 0,00 28.032.898,00 57.541.377.00 49.531.022,00 41.439.905.00
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlasksanarya Jumiah Gedung Kanter dan
Pemelharaan/Rehabiilasi Geduny Bangunan Lainnya yany 0 Q 0,00 1 28.032.898,00 1 57.541.377,00 1 49.531.022.00 1 41.439.905,00
Kantor dan Bangunan Lainnya Dipelhara/Direhabilitasi (Unit)
218.01.2.08.0010 -
Pemelharsan/Rehabiitasi Sarana dan
Pt Gaiing Keakod whki 121.203.061,00 121.878.760,00 122.759.422.00 123.545.085.00 124.335.774.00
Bangunan Lainnya
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TARGET DAN PAGL INDIKATIF TAHLIN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01). (02) (03) (04) (05) (08} 07) (08) (09) (10) (11). (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Jumiah Sarana dan Prasarana
Pemelharaan/Rehabitasi Sarana dan | Gedung Kantor stau Bangunan
Fabotrain ol Kankir alsd i 0 1 12120306100 | 1 12107876000 | 1 122.759.422.00 1 123.545.085.00 1 124.335.774.00
Bangunan Lainnya Dipelihara/Drehabilitasi (Unit)
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN 5 2
T T AR AAR ASTAL 312,000.000,00 315.997 216,00 320.112510,00 321.563.334,00 323.021.340,00
2180000000100
00 - DINAS
. PENANAMAN
6m yang Total Target
i ; ) ) 40,00 60,00 156.000.000,00 | 70.00 157.008.608.00 | 80.00 160.056.255.00 | 80,00 160.781.667,00 | 100,00 18153057000, | MODAL DAN
TERPADU SATU
PINTU
21802201 - Peneiapan Pemberan
f Diidang
20,000.000.00 20.128.000,00 20.256.820,00 20.386.454.00 20.516.936.00
Modal yang Menjadi Kewenangan i
Daersh KabupstenKota
Jurmiah rekomendasl kebijakan
seklor usaha yang reguiasinys
iz dihamonisasi terkat Perizinan ) 1 1000000000 | 1 10.08400000 | 1 1012841000 | 1 1040323200 | 1 10.258.468,00
pace Berusahs Berbasis Resiko
{Dokumen)
Jumiah Kesepakatan Kemitraan
antars Usaha Besar (PMA/PMDN) . . ) - ] ;
dengan UMKM & daerah
{Dokumen)
Jumiah Peraturan Daerah/Provinsi
dalam Pembesian Fasitas/insentil
Fere 17.800.000 1 1 9 1 1
{Dokumen)
2.18.02.2.01.0001 - Penetapan
jakan Daerah Mengenai P
: bl 5.000.000,00 5.032.000,00 5.06420500 5.096,616.00 5.120234,00
Ditetapiannys Kebjakan Daerah dalam dalien an F. Ansantll
Pemberan FasBtas/insent dsn Sbelian Fakas 17.800.000 1 500000000 | 1 503200000 | 1 508420500 | 1 500661600 | 1 5.129.234.00
dan Kemudahan Penanaman Modal
Kemudahan Penanaman Modal (© )
2.18.02.2.01.0003 - Fasiiiasi Kemirsan
yang dilskukan oleh Pemerintah 4.000.000.00 4.032.000,00 4.084.205,00 4.086.616.00 4.129.234.00
KabugatenKota
Terlaksananya Kemitraan anlara Usaha :mhm& ’m'(m)
Besar (PMAPPMDN) dengan UMKMdl |5010% HELU wsline 0 1 400000000 | 1 a03200000 | 1 aosez0500 | 1 40651600 | 1 4.129234.00
sipersh {Dokumen)
2.18.02.2.01 0004 - Rekomendas:
w""‘".m?: Srerieoghabin e 1.000.000,00 1.000.000.00 1.000.000,00 1.000,000.00 1.000.000.00
Berbasis Resio
= Jumish rekomendad kebijakan
seidor usaha yang reguiasinys
sexlor usaha yang reguiasinya :
Snarmonisas, ks Perzian Berusana | Shamoniss kst Perizoan 0 1 100000000 [ 1 100000000 [ 1 100000000 | 1 1.000,000,00 1 1.000,000.00
Berbasis Resiko = “"’m's‘] i
Iz'“‘z:m EESBOMSR TS Ot 292.000.000,00 285.869.216,00 299 855.690,00 301.176.870,00 302.504.404.00
nvestasi KabupatenKots
Jumiah Dokumen Peta Potens|
Jumish Dokumen Perencanaasn pets | gqq) KahupatenKota 4.625.000 1 146,000.000,00 1 147,834 608,00 1 140.827.845,00 9 150.588.435,00 1 151.252.202,00
potensi investasl {Dokumen)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

Investasi

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
DIKATOR OUTCOME / PERANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / - OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH ¥ KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
fo1) (02) (03} {04) (05) (06} (07) (08) (09) (10} 1 (12) 13 (14) (15)
Jumiah Peraturan Daerah (Perda)
Daersh (D
2.18.02.202.0001 - Penyusunan
Umum Penanaman Modal 90,000.000,00 91.576.208,00 93208.751,00 03.506.339.00 93.604.761,00
Daerah KabupatenKota
Tersusunnya Peraluran Daerah (Perda) | Jumish Peraturan Daerah (Perda)
Umum Modsl Urmum Modal 0 1 9000000000 [ 1 g157620800 | 1 g3z0a7s100 | 1 o3soe3secn | 1 93.804.781,00
Daerah Kabupaten/Kota Daersh ota (D
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Pets
bl 56.000.000.00 56.358.400,00 56.719.084.00 57.082.095.00 57.447.421,00
Jumiah Dokumen Pets Potensi
Temuntionys Peta Polsnist fovesisl Investasi KabupatenKota 4.625.000 1 56.000.000,00 1 56.358.400,00 1 56.719,084,00 1 57.082.096.00 1 57.447.421.00
Kabupaten/Kota
{Dokumen
Ynpn ;';)“' rodienin i o 0 60 15600000000 [ 70 15700860800 | &0 160.056.25500 | =0 160.781.667.00 | 100 161.510.670,00
2.18.02.2.01 - Penetapan Pemberan
Dbidang
ety o 20.000.000,00 20,128.000.00 20.256.820,00 20.386.464,00 20.516.936.00
Daerah KabupstenKola
Jumish rekomendasi kebijakan
sekior usaha yang reguiasinys
3 dihamonisasi larkat Perizinan ) 1 1000000000 | 1 1008400000 | 1 1012841000 | 1 1018323200 | 1 10.258.468.00
(Dokumen)
Jumiah Peraturan DaerahProvns|
dalam Pemberian FasBtas/insentl
i s s 17800000 1 1 1 1 1
(Dokumen)
Jumiah Kesepakatan Kemirsan
antara Usaha Besar (PMA/PMDN) 0 1 1 1 1 1
dengan UMKM & dasrah
(Dokumen)
2.18.02.201.0001 - Peneiagan
fakan Daersh P
e 5.000.000,00 5.032.000,00 5.064.205,00 5.086.616,00 512023400
Penanaman Modal
Jumiah Peraturan Daerah/Provins|
Ditetapiannys Kebfakan Daerah dalam |3 Periiion Sa=ebionos
Pembesian Fasitasnsentll dan Ramb e 17.800.000 1 500000000 | 1 503200000 | 1 sosa20500 | 1 soseste00 | 1 5120823400
dan Kemudahan Penanaman Modal|
(Dokumen)
2.18.02.2.01.0003 - Fasilias| Kenitaan
yang dilskukan oleh Pemerintah 4,000.000.00 4032000,00 4.064.205.00 4.086.616.00 442923400
KabupatenKota
Terlaksananya Kemitraan antara Usahs Jm:hl;(ee':pﬁm :MT””
Besar (PMA/PMDN) dengsn UMKM ¢ | 311212 Lisaba Besss (PMAPMON) ) 1 so0000000 | 1 so3200000 | 1 aosazosp0 | 1 sosest600 | 1 4.120.234.00
daerah g
{Dokumen)
218022010004 - Rekomendasl
g gy 1.000.000.00 1.000.000.00 1.000.000,00 1.000.000.00 1.000.000.00
Berbasis Resko
o vt
2 N L{ il
Seidor ushia y:'mmmnys terkat Perizi 0 1 1,000.000,00 1 1.000.000,00 1 1.000.000.00 1 1.000.000,00 1 1.000.000,00
Berusaha Berbasis Resiko
Berbasis Resko ¢ men)
e e 292.000.000.00 295 869.216.00 299.855.690.00 301.176.870,00 302.504.404,00
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BIDANG URUSAN / PROGRAM /

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

OUTCOME / KEGIATAN / o OUTPUT £ TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH 1 KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (068) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumiah Dokumen Peta Potensi
Juméah Dokumen Perencansasn peta |00 anipatenKots 4625000 1 148.000.000,00 1 147,834 608.00 1 148,627 845,00 1 150,588 435,00 1 151.252.202.00
potensi investasi Wihiman)
Jumiah Peraluran Doerah (Perda)
Daerah KabupatenKots (Dokumen)|
2.18.02.2.02.0001 - Penyusunan
Rencana Umum Penanamsn Modal 40,000.000,00 91.576.208.00 93.208.751,00 93.506.339.00 93.804.781.00
Daersh Kabupaten/Kota
Tersusunnya Peraturan Daersh (Perda) [Jumiah Peraturan Daerah (Perda)
Rencana Umum Penanaman Modal | Rencana Umum Penanaman Modal 0 1 9000000000 [ 1 g1s7820800 [ 1 9320875100 | 1 o3s0633900 [ 1 93.804.761.00
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.18.02.2.02.0004 - Penyusunan Peta
e Ay o 56.000.000,00 56,358.400.00 56.719.084,00 57.082.086.00 57.447.421,00
PR btk Pota Jumiah Dokumen Pela Potensi
batomie Investasi KsbupatenKota 4,525,000 1 5600000000 | 1 5635840000 | 1 se7ia0e400 | 1 5708208600 | 1 57.447.421,00
Sots {Dokumen)
2.18.03 - PROGRAM PROMOS!
7 1
Al 62.360.000.00 £3.158.930,00 £3.881.462,00 64.271.440,00 B4.562.854.00
2.18.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS
b R A P I et 875 1 3118000000 | 12 sis7assso0 | 13 stm0731o0| 14 3213572000 | 15 32.281.427.00 | MODAL DAN
Penanaman Modal yang Besinvestasi (Persantase) ; ; 578, 200731 135720, 427, A
TERPADU SATU
PINTU
2.18.03.2.01 - Penyelenggarsan Promosi
Penanaman Modsl yang Menjadi 62.360.000.00 63.158.930,00 63.081.462.00 64.271.440,00 54.562.854.00
Daesah
Jumiah Dokumen Hasil Kegiatan
Tarselengar jexspo potan:
SIaNIATnY parmneAn) * | promos: Penanaman Modsl 33.750.000 2 311e000000 | 2 3157948500 | 2 sis073i00| 2 a21s72000 | 2 32.281.427.00
Kabupaten/Xota (Dokumen)
2.18.03.2.01.0002 - Pelaksanaan
Keglatan Promosi Penanaman Modal 31.180.000,00 31,579.485.00 31.890.731,00 3213572000 32281.427.00
Daserah Kabupsien/Kota
Jumiah Dokumen Hasil Kegiatan
Rt i Promosi Penanaman Modal 33750000 2 3tie000000 | 2 3157948500 | 2 s1mo7sion| 2 3213572000 | 2 32.281.427.00
Kabupaten/Kota (Dokumen)
g promost F Investor
i s ; 3 o ) 87,50 11,00 3118000000 [ 12,00 3157948500 | 1300 3180073100 | 1400 3213572000 | 1500 32.281.427.00
2.18.03.2.01 - Pényslenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Mengadi 62.360.000,00 63.158.930,00 63.881.462,00 64.271.440.00 654.562.854.00
gan Daerah
. | Jumiah Dokumen Hasil Kegiatan
Terselengaranys pamecan/exspo polensi| o rei Penanaman Modsi 33.750.000 2 31.180.000,00 2 31.579.465,00 2 31.980.731.00 2 32.135.720.00 2 32.281.427,00
Kabupsten/Kota (Dokumen)
2.18.03.2.01,0002 - Pelaksanaan
Kegiatan Promosi Penanaman Modal 31.180.000,00 31.579.465,00 31.800.731,00 32135.720,00 32281.427.00
Daserah Kabupaten/Kota
Jumiah Dokumen Hasil Kegiatan
Y"""’"’m’:"‘" Foomonl. Promosi Penanaman Modal 33750000 2 3tie000000 | 2 3157948500 | 2 stm07sion | 2 sz1s72000 | 2 32281.427.00
4 Kabupaten/Kota (Dokumen)
218,04 - PROGRAM PELAYANAN
o AR MODAL 422.110680,00 427.518.500,00 433.086.246.00 435.049.086,00 437.021.658.00

62



TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / o o TMEL | watmm 2026 2027 2028 2029 2030 PR o T | KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03 (04) (05) (06} (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (15)
218.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS
Persentase Pelaku Usshs yang PENANAMAN
1zin Sesual 45,00 65.00 211.055.340,00 75,00 213.759.295 00 8500 216.543.123,00 25,00 217.524.548.00 100,00 218.510.820,00 | MODAL DAN
pedichiort ovesinal (Persentase) PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara Terpadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal yang 422.110.680,00 427.518.590,00 433.086.246,00 435.049.096,00 437.021.658,00
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Jumiah Pelaku Usaha yang
o dan Mendapatkan Pelayanan Perizinan
non perizinan di Kabupaten Lombok B““"‘""E :‘::;ss‘:‘:"mpe“‘"‘" 1.237.810830 | 5000 211.055340,00 | 5500 21375020500 | 6.000 21654312300 | 6500 217.524548.00 | 7.000 218.510.820,00
i Tenntegrasi secara Elektronik
(Petaku Usaha)
Jumiah Kegiatan Koordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan
Pembenian Fasilitas/insentif yang (] 1 1 1 1 1
menjadi Kewenangan
Kabupaten/Kota (Dokumen)
Jumiah Petaku usaha yang
Memperoleh Layanan Konsultas|
Perzinan Berusaha melfalul Sistem
P an Be: Barbasis Risiko 132.323.000 450 450 450 450 450
Tenntegrasi secara Elektronik
(Peiaku Usaha)
Jumiah Kegiatan Usaha yang
mendapat pemantauan, analisis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbasis risiko o 1 1 1 1 1
Lintas Daerah Kabupaten/ota bagi
Kegiatan Usaha Darl Pelaku Usaha
{Kegiatan Usaha)
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000.00 5.000.000,00
Fasditas/Insentif Daerah
Jumish Kegiatan Keordinasi dan
Terlakaananyf i .\mm Sinkronisasi Penentapan
Fasiitas/Insentf Daerah Kewenangan Pemberian Fasillitasnsentif yang 0 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 | 5.000.000,00 1 5.000.000.00 1 5.000.000,00
Deersh menjadi Kewenangan
¥ Kabupaten/Kota (Dokumen)
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan
Petayanan Penzinan Berusaha melalul
Slatem Perizinan Bertaaha Barbanla 197.455.340,00 200.159.295,00 202.943.123,00 203.924 548,00 204.910.829,00
Risko T asi secara
Jumiah Pelaku Usaha yang
Tersedianya Pelayanan Perizinan Mendapatkan Pelayanan Perizinan
Borusatsa melaks S‘::;‘."‘:f"z’"“" Beruesha e 'a"‘!'::‘l;:‘:e"""a" 1237.810830 | 5000 107.455.340,00 | 5.500 200.150.26500 |  6.000 202943.12300 | &.500 203.024.548.00 |  7.000 204.810.820,00
secara Elektronik > Tenntegrasi secara Elektronik
(Pelaku Usaha)
2.18.04.2.01.0007 - Penyediaan dan
pengedoiaan Layanan konsultasi 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00

penzinan berusaha berbasis risko




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME! | " anun 2026 2027 2028 2029 2030 P T | keTERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) {05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumiah Pelaku usaha yang
Tersadionys dan m":m:":m Memperoieh Layanan Konsultas
metalui Sistem Perzinan Berusaha Perizinan Berusaha melahi Sistem | 4, 353099 | 450 3600.00000 | 450 3.600.00000 | 450 3.600.000,00 | 450 3600.00000 | 450 3.600.000,00
Gadiuais Bl Tarlacinal sotace Perizinan Berussha Berbasis Risiko
Elektronik Terintegrasi secara Elektronk
(Pelaky Usaha)
2.18.04 2.01.0008 - Pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pedzinan berusaha berbasia 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
fisko
Jumiah Kegiatan Usaha yang
analies, p analisis,
evaluasi, dan palaporan di bidang evaluasi, dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbasis risio Lintas | perzinan berusaha barbasis risiko 0 1 5.000.000.00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00
Daerah Kabupaten/Kota bag| Keglstan | Lintas Daerah KsbupatenKota bagi
Usaha dari Pelaku Usaha Keglatan Usaha Darl Petaku Ussha
(Keglatan Usaha)
Persantase Pelaku Usaha yang
mz:‘:g‘::mm'm Siaahe M Izin Sesual a5 85 211.055.340,00 75 213.759.285,00 B85 216.543.123,00 85 217.524.548,00 100 218.510.829,00
(
2.18.04.2.01 - Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan Secara Tempadu Satu
Pintu dibidang Penanaman Modal yang 422.110.680.00 427 518.580.00 433.086.246,00 435.049.096,00 437.021.658,00
Menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Jumlah Pelaku Usaha yang
don melalul Sistem
#ﬂ perizinan d Kabupaten Lombok Besusaha Ber Risiko 1.237.810.830 5.000 211.055.340,00 5.500 213.758.285.00 6.000 216.543.123,00 6.500 217.524.548,00 7.000 218.510.829,00
e Terintagrasi secara Elektronk
(Pelaku Usaha)
Jumlah Pelaku usaha yang
Mempercieh Layanan Konsultas|
Perizinan Berusaha melalul Sistem
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko hrazil = 50 = A0 £
Terintegrasi secara Elektronk
(Pelaku Usaha)
Jumiah Kegiatan Usahs yang
mendapal pemantauan, anaksis,
evaluasi, dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbasis risko 0 1 1 1 1 1
Lintas Daersh KabupatenKota bagl
Keglatan Usaha Darl Pelaku Usaha
(Keglatan Usaha)
Jumlah Kegiatan Kcordinasi dan
Sinkronisasi Penentapan
Pemberian Fasiitasinsentif yang o 1 1 1 1 1
menjadi Kewenangan
(D
2.18.04.2.01.0005 - Koordinasi dan
5.000.000.00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
Fasilitas/insentif Daerah
Jumiah Kegatan Koordinasi dan
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisaal Penentapan
D Pemberian Fasfitasinsentll yang 1] 1 5.000.000.00 1 5.000.000.00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00
pA neran - menjadi Kewenangan
Daerah KabupatenKota (at Kota (Dok )
2.18.04.2.01.0006 - Penyediaan
Emiayirte Fariziar emimeti o’ 197.455.340,00 200.159.285,00 202.843.123,00 203.924.548,00 204.910.826,00

Sistem Perzinan Berusahs Berbasis
Rislko Terintegrasi sacara Elektronlk
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) {05) (06) (07) (08) (08) (10) (1) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Pelaku Usaha yang
P y Perizinan
Berusaha melshul Sistem Perizinan Berusaha melalul Sistem Perzinan
Berusaha Berbasis Risko B Risiko 1.237.810.830 5.000 187.455.340,00 5.500 200.159.285,00 6.000 202.943.123,00 6.500 203.924.548,00 7.000 204.910.829,00
secara Elektronk Terintegrasi secara Elektronk
(Pelaku Usaha)
2.18.04.2.01.0007 - Penwediaan dan
pengelolaan Layanan konsultasi 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00 3.600.000,00
perizinan berusaha berbasis rsiko
Jumiah Pelaku usaha yang
Tarsedisinya den "'m:‘w" Memperoieh Layanan Konsultasi
meialui Sistem Perzinan Benusaha Perizinan Berusaha meishul Sistem | 45, 553009 | 450 3.600.000.00 | 450 3.600.00000 |  4s0 3.600.000,00 | 450 360000000 | 4s0 3.600.000,00
Pevizinan Berusaha Berbasis Risiko
Berbasis Risiko Terintegrasl secara
Elektronik Terintagrasi secara Elektronk
(Pelaku Usaha)
2.18.04.2.01.0008 - Pemantauan,
analisis, evaluasi, dan pelapocan dl
bidang parizinan berusaha berbasis 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
flsko
Jumiah Kegiatan Usaha yang
anallss, analsis,
evaluasl, dan peiaporan di bidang evaluasi, dan pelaporan di bidang
perizinan berusaha berbasis rsko Lintas | perzinan berusaha berbasis risiko ] 1 5.000.000.00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00 1 5.000.000,00
Dasrah Kabupaten/Kota bagl Keglatan | Lintas Daersh Kabupaten/Kota bagl
Usaha dar Pelaku Usaha Keglatan Usaha Darl Pelaku Ussha
(Keglatan Usaha)
21805 - PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 205.500.000.00 208.132.782.00 210.843.336.00 211.798.926.00 212.759.248,00
2.18.0.00.0.00.01.00
Persentase Penyelesaian g;«NMMN
Te ! kegiatan dan b yang 1 o
penanaman modal sesual ketentuan Dihadapl Pelaku Usaha dalam 100,00 100,00 102.750.000.00 00,00 104.066.391,00 100,00 105.421.668,00 | 100,00 105.899.463,00 100,00 106.379.624,00 | MODAL DAN
PELAYANAN
Membuka Ussha (Persentase) TERPADU SATU
PINTU
2.18.05.2.01 - Pengendaian
Pelaksanaan Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan Daersh 205.500.000,00 208.132.782.00 210.843.336,00 211.798.926.00 212.759.248,00
Kabupaten/Kota
Jumiah Pelaku Usaha
Mengikuti Bimbingan Teknis/
istan dan Perizinan
evaluas| bidang is Risiko dan 0 163 102.750.000,00 163 104.066.391,00 163 105.421.668,00 163 105.899.463,00 163 106.379.624,00
Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risko (Pelaku Usaha)
Jumiah Penyelessian
Pemasatahan dan Hambatan yang)
dihadapi Pelaku Usaha dalam 0 B 8 3 8 8
L
(Keglatan Ussha )
Jumlah Kegiatan Usaha dan Petaku
Usaha yang Telah Dianaliza dan
Diverificasi Data, Profi dan
Informasi Kegiatan Usaha dar|
Petaku Dilakukan Inspeksi 400.674.000 160 163 167 m 174
Lapangan ; sena Dilakukan
Evaluasi Penilaian Kepatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
(Keglatan Usaha)
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

dihadapl Pelaku Usaha datam
L

BIDANG URUSAN / PROGRAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKAT
OQUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(o1) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
218.05.2.01.0004 - Penyelesaian
Permasalahan dan Hambatan yang
Abaaed Paia (i dokarm £.000.000,00 8.051.200,00 8.102.728,00 8.154.585,00 8.206.774,00
\
Jumiah Penyelesatan
o aan. . Permasaishan dan Hambatan yang]
rmasa am yang
hotacd Palahi (s dadatn dihedapl Pelnlu:( u;:f; dalam 0 & £.000.000.00 8 8.051.200,00 8 8.102.728,00 8 8.154.585,00 8 8.206.774,00
g Y (Keglatan Usaha )
2.18.05.2.01.0005 - Bimbingan Teknis
: e 10.663.608.00 11.410.775.00 12.173.056,00 12.054.060,00 11.833.611,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis/ umish Pataku uml');:n?u
Berbasis Scslutheal kmplariscilost Pesaiian o 163 1068360800 | 183 1141077500 | 163 1217305600 | 163 1205406000 | 163 11.833.611,00
Pe Pedi B ha Berusaha Berbasis Rislko dan
Bemwi‘:‘lkn Znan Berusal Pengawasan Perizinan Berusaha
. Berbasis Risko (Pelaku Usaha)
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan
it ) 84.066.391,00 84.604.416,00 85,145.884,00 85.600.818,00 86.239 239,00
Jumlah Kegiatan Usaha dan Pelaku
Teriaksananya Analisa dan Verifikasi g«ﬁ;kxs)lgozimlgr::ﬁm;: —
Data, Profil dan Informasi Kegiatan Int Keglatan Usaha dai
Usaha darl Pelaku Inspeksl Lapangsn |\ ryoy san Inapeksi 400674000 | 180 8406639100 | 163 sag0dd1600 | 187 8514588400 | 171 8560081800 | 174 86.239.239,00
ternadap Kegiatan serta Evaluasi ekt Dl
B e ana | EValuSsi Penilaian Kegatuhan
Pelaksanaan Perizinan Berusaha
{Kegiatan Usaha)
Persantase Penyelesaan
dan b yang
2 = e 8 8 102.750.000,00 8 104.066.391,00 8 105.421.666,00 8 105.839.463,00 8 106.379.624,00
Membuka Usaha (Persentase)
2.18.05.201 - Pengendaian
Pelaksanaan Penanaman Modal yang
Phaspdiiniivey 205.500.000.00 208.132.782,00 210,843.336,00 211.798.926,00 212.759.248,00
KabupatenKota
Jumish Kegatan Usahs dan Petaky)
Usaha yang Telsh Dianalsa dan
Diverifiasi Dats, Profi dan
Informasi Keglatan Usaha dan
Terlaksananya keglatan moniloring dan | oo, piiakskan inspakel 400674000 | 160 102.750.00000 | 183 104.066.391,00 | 167 10542166800 | 171 10589946300 | 174 106.379.624,00
evaluasi bidang pengendalian tiaaghn® sty DiaxiEan
Evaluasi Penilalan Kepatuhan
Pelsksanaan Perizinan Berusaha
(Keglatan Usaha)
Jumiah Penyelesaian
Pemasalahan den Hambdatan yang
dihadspl Pelaku Ussha dalam o B 8 8 8 8
L
(Kegiatan l.rslnl.)=r
Jumiah Pelaku Usaha yang
Mengiutl Bimbingan Teknis!
Sosialisas! implementas! Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko dan 9 163 303 L) e B
Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risko (Pelaku Usaha)
218.05.2.01.0004 - Penyelesaian
EEar R O o £.000.000.00 £.051.200,00 8.102.728,00 8.154.585,00 8206.774,00
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TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / INDIKATOR OUTCOME BASELINE PERANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT ! TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH 3 KETERANGAN
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024

TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13 (14) (15)

Terl anya P 5o Jumiah Penyelesaian
Plcmessiahass dml ,HE ame“batan yang Permasalahan dan Hambatan yang|

dihadapi Pelgku Usaha daiam o & sooo00o0 | 8 B.051.200,00 ] s10272800| & B1sesesoo| & £206.774,00
dihadapi Pelaku Usaha daiam Kogiatan {

L

(Keglatan Usaha.)
218.05.201.0005 - Bmbingan Teknis
i Fatsinr T 10.683.609,00 1141077500 12.173.056.00 12.054.060,00 11.833.611,00

P saha

Terlsksananya Bimbingan Teknis! Sumini Patabir) s

Wms‘smm"::"" 0 163 1068360000 | 163 1141077500 | 163 1247305600 | 163 1205408000 | 183 11.833.611,00
:m:i:u:mmn Ranui Pengawasan Perzinan Berusaha

Berbasis Risko (Pelaku Usaha)
2.18.05.2.01.0006 - Pengawasan
3 . 84.066.391,00 84.604.416,00 85.145.884,00 85.690.818,00 86.239.239,00

Jumlah Kegatan Usaha darl Pelaku
Teriaksananya Analisa dan Verfikasl | oo ¥ang Telah Dianafsa dan

Diverifikasi Data, Profi dan

Data, Profil dan Informas: Keglatan inforrhaal Kt Uaha dar

l";m""“da?ﬂ :;:& ':QMS“E“J”L"’: 980 | pataku Dilakukan Inspeksi 400.674.000 160 84.066.391,00 | 163 8460441600 | 167 8514588400 | 171 8569081800 | 174 86.239.239,00

Penilatan Kepatuhan Pelaksanaan ::E;m’?m&"m

Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha Pek n Perzinan B saha

(Keglatan Uissha)

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN

DATA DAN SISTEM INFORMASI 153.480.000.00 155.446.324,00 157.470.730.00 158.184.424,00 158.901.652,00

PENANAMAN MODAL

2.18.0.00.0.00.01.00
- DINAS
Persentase Pemanisatan Data dan PENANAMAN
reinipep L i A Informasi Penanaman Modal 8 %0 7674000000 | 92 7772316200 | 7873536500 | 96 7800221200 | 100 79.450.826,00 | MODAL DAN
(Persentase) PELAYANAN
TERPADU SATU
PINTU
218.06.201 - Pengelolaan Data dan
dan Non
e Taiokgra pisda Tingkat Biesal 153.480.000.00 155.446.324,00 157.470.730,00 158.184.424,00 158.901 652,00
Jumiah Data dan Informasi
Terlaksananya inventarisasi data dan P"'m"mm":ns;:'u“
s dan non Oyt P i 66.162.000 1 76.740.000.00 1 77.723.162,00 1 78.735.365,00 1 79.082.212,00 1 79.450. 826,00
al Terintegrasi secara Elekironk yang
yang terintegm Dioish, Dikaj dan Dimantastkan
(Dokumen)

218.06.201.0002 - Pengolahan,

Penyajian dan Pemantaatan Data dan

Informasi Perizinan Berbasis Sistem 76.740.000.00 77.723.162.00 78.735.365,00 79.082.212,00 79.450.826,00

Pelayanan Periznan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronlk

Tersedianya Data dan informasi dumish Data fan thlormes:

" ¢ Pedzinan Berbasis Sistem

Perizinan Berbasis Sistemn Pelayanan Partz Banitae

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara | Fe:2yanan Perzinan Beru 66.162.000 1 76.740.000.00 1 77.723.162,00 1 78.735.365.00 1 79.092.212,00 1 70.450.826,00

P K Dioiah s Terintegrasi secara Elekironk yang

Dm"mm""m“ cyang s kel Diolsh, Dikaj dan Dimanfastkan

(Dokumen)

Persentase Pemanfastan Dala dan
Tersedianya data penanaman modal | e o) pananaman Mods! 86,00 20.00 76.740.00000 | 8200 7772316200 | 8400 78.735.36500 | @600 79.082212,00 | 100,00 79.450 826,00
yang akurat dan terintegrasi i
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o | o9 | oo |

can non peias ‘m""-“-."m.”" '_‘ 66 V2 000 ' 76,740,000 09 1 T T2 00 ) 83800 ' 0N 212,00 1 T 420 826,00
b v e Diclah, ikl dan Dimarttaascan
-
Z18.06.2.01 9002 - Pengobiton,
Puvysggan dan Prmantasan Oata dan
bhormas Sezvan Dertass Sstem 70 740 000 .00 Rear e Rl Al TR 738 365 00 OO0 21200 9430 22620
Pumpanan Periznen Serssara
Termiogran secarn Elebyonk

Jaréah Tata can Infosmas

Tersodanya Data dan insormost
Prescinan flortuan Satern Peipyasan [ SN0 "'""‘.“"‘I
Peczian Barussha Tormegrasl secorn B & yang 00 2 000 1 70.740.000.00 1 o s \ TE.735. 3000 1 TOOR2.212.00 1 79430 50 0
Elhboss yang Diotah, Db das I}-' '..c“'"‘:'c fard




TABEL 4.4 INDIKATOR KINERJA DAERAH

RANCANGAN AKHIR

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN BASELINE 2024 KETERANGAN
2025 2026 2027 2028 2029 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1 ASPEK DAYA SAING DAERAH
! Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA | Milyar Rupiah 449,73 516,71 526,71 536,71 546,71 556,71 566,71
2 Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 92,42 93 93,5 94 94,5 95 95,5
3 Persentase Penyelesaian Permasalahan
dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Persentase 8 8 8 8 8 8 8
Usaha
dalam Membuka Usaha
4 Per§entase_Pen|ngkatan Investor yang Persentase 875 10 " 12 13 14 15
Berinvestasi
5 |Persentase Pelaku Usaha yang Persentase 45 55 65 75 85 95 100
Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
6 Persenta_se Pemanfaatan Data dan Persentase 86 8 %0 92 % % 100
Informasi Penanaman Modal
] ASPEK PELAYANAN UMUM
1 Persentase Peningkatan Nilai SAKIP Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan % 15 15 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Terpadu
Satu Pintu
2 Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Skor 15 15 15 15 15 15 15
m INDIKATOR KINERJA KUNCI
1 Persentase peningkatan investasi di % 16 10 10 10 10 10 10
kabupaten/kota
2 Realisasi Total terhadap Target Investasi % 40 50 60 70 80 90 100
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TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA

RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BASELINE TARGET TAHUN
e LI el S TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 REER
2024
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
1. 2.18.0.00.0.00.01.0000 - DINAS
PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU
2. Persentase peningkatan investasi di | % 16 10 10 10 10 10 10
kabupaten/kota
3. Nilai Realisasi Investasi PMDN dan | Milyar Rupiah 449,73 516,71 526,71 536,71 546,71 556,71 566,71
PMA
4. Indeks Kepuasan Masyarakat Indeks 92,42 93 93,5 94 94,5 95 95,5
5. Persentase Peningkatan Nilai SAKIP| o, 15 1,5 15 15 15 15 15
Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
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RANCANGAN AKHIR RENSTRA PEMERINTAH

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

BASELIN TARGET TAHUN
NO INDIKATOR STATUS SATUAN E TAHUN 2025 2026 2027 2028 2029 2030 KETERANGAN
2024

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)
1. 2.18- URUSAN PEMERINTAHAN

BIDANG PENANAMAN MODAL
2. Persentase peningkatan investasi di komulatif % 16 10 10 10 10 10 10

kabupaten/kota
3. Realisasi Total terhadap Target Investasi | positif % 40 50 60 70 80 90 100
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029 merupakan
dokumen perencanaan yang disusun untuk memberikan arah, pedoman, dan
landasan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah pada bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan
yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2025-2029. Selain itu, penyusunan
RENSTRA juga didasarkan pada hasil evaluasi kinerja lima tahun sebelumnya,
analisis lingkungan strategis, serta berbagai permasalahan dan isu strategis yang
dihadapi.

RENSTRA DPMPTSP diharapkan mampu menjadi instrumen penting dalam
meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat iklim investasi, serta
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Keberhasilan implementasi RENSTRA
ini sangat ditentukan oleh komitmen seluruh jajaran DPMPTSP, dukungan
pemerintah daerah, partisipasi dunia usaha, serta peran aktif masyarakat.

Dengan adanya dokumen RENSTRA ini, diharapkan arah pembangunan
pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dapat lebih
terencana, terukur, dan terarah. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan
hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, inovatif, dan berorientasi pada
hasil, sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan investasi,

perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lombok Timur.
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Akhirnya, semoga RENSTRA ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam
penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan daerah, sekaligus wujud komitmen
DPMPTSP untuk senantiasa mewujudkan pelayanan publik yang profesional,

transparan, akuntabel, dan berdaya saing.
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